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ABSTRAK 

 

Rahmad Sakue :    S.2116106, 2020, Analisis Penerapan Otonomi Desa 

Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pohuwato 

Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Otonomi 

Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa 

Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. 

 Metode dalam penelitian ini adalah keseluruhan aparat Desa Pohuwato 

Timur yang berjumlah 16 orang dan ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat 

Desa Pohuwato Timur. Sedangkan metode yang digunakan dalam penarikan 

sample dalam penelitian ini adalah Untuk responden aparat desa menggunakan 

teknik sampling jenuh yang berjumlah 16 orang, kemudian responden masyarakat 

menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel berdasarkan 

pertimbangan peneliti sehingga responden masyarakat adalah merupakan tokoh-

tokoh masyarakat Desa Pohuwato Timur yang berjumlah 20 orang. Jadi jumlah 

sampel secara keseluruhan adalah 36 orang. 

Hasil penelitian menunjukan Berdasarkan hasil penelitian melalui 

penyebaran kuesioner bahwa variabel otonomi desa secara keseluruhan berada 

pada ketegori baik. Dari 4 indikator yang terdiri dari 10 pertanyaan menunjukan 

bahwa sebagian besar responden memahami tentang  otonomi desa yang berkaitan 

dengan kewenangan desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembinaan, pemberdayaan serta pembangunan.  

Sedangkan variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan secara 

keseluruhan berada pada ketegori sedang/cukup. Hal ini terbukti dari 4 indikator 

keterlibatan masyarakat yang terdiri dari 10 perntanyaan menunjukan sebagian 

besar responden menilai bahwa peran masyarakat dalam pembangunan di desa 

pohuwato timur belumlah maksimal dan efektif hal ini dibuktikan dengan masih 

kurang masyarakat terlibat dan diikutsertakan dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, serta evaluasi hasil-hasil pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa pohuwato timur masih 

rendah. 

 

Kata Kunci : Otonomi Desa, Partisipasi Masyarakat 
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MOTTO & PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

“Ketika telah melakukan yg terbaik yg kita bisah,maka 

kegagalan bukan sesuatu yg harus di sesalkan,tapi jadikanlah 

pelajaran atau motipasi diri” 
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1. Bpk dan ibu sebagai inpirasi dalam hidupku, yg selalu 

mendukung dari segi moril atau material. 

2. Saudara saudaraku yg selalu memberikan semangat dan 

dukungan serta doa doanya untuk ku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Secara ihistoris, idesa imerupakan icikal ibakal iterbentuknya imasyarakat ipolitik 

idan ipemerintahan idi iIndonesia ijauh isebelum ibangsa iini iterbentuk. iStruktur isosial 

isejenis idesa, imasyarakat iadat idan ilain isebagainya itelah imenjadi sosial iyang 

imempunyai iposisi iyang isangat ipenting. iDesa imerupakan iinstitusi iyang iotonom 

idengan itradisi, iadat iistiadat idan ihukumnya isendiri irelatif imandiri. iHal iini iantara ilain 

iditunjukkan idengan itingkat ikeragaman iyang itinggi imembuat idesa imungkin 

imerupakan iwujud ibangsa iyang ipaling ikongkret. 

Untuk idapat imenjalankan iperanannya isecara iefektif idan iefisien, 

ipemerintahan idesa iperlu iterus idikembangkan isesuai idengan ikemajuan imasyarakat  

idesa idan ilingkungan isekitarnya. iDengan iperkataan ilain, iperubahan isosial iyang 

iterjadi ipada imasyarakat idesa ikarena iadanya igerakan ipembangunan idesa iperlu 

idiimbangi ipula idengan ipengembangan ikapasitas ipemerintahan idesanya, isehingga 

ikeinginan imempertahankan iposisi itawar-menawar idengan ipihak iluar idesa iyang 

irelatif iseimbang idapat iterus idipertahankan. Tanpa adanya pemerintahan desa yang 

kuat, desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi objek permainan ekonomi 

maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya. 

Langkah kongkret upaya pengembangan desa antara lain berupa lahirnya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan pengganti 

berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa. Salah isatu itujuan 

idikeluarkannya iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i2014 iadalah iguna 
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imemodernisasikan ipemerintahan idesa iagar imampu imenjalankan itiga iperan 

iutamanya, iyaitu isebagai istruktur iperantara, isebagai ipelayan imasyarakat iserta iagen 

iperubahan. 

Undang-Undang iNomor i6 iTahun i2014 imengenai iDesa iditegaskan ibahwa 

idesa iadalah ikesatuan imasyarakat ihukum iyang imemiliki ibatas-batas iwilayah iyang 

iberwenang iuntuk imengatur idan imengurus ikepentingan imasyarakat isetempat, 

iberdasarkan iasal-usul idan iadat iistiadat isetempat iyang idiakui idan idihormati idalam 

isistem iPemerintahan iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia. 

Desa imerupakan ibasis ipembangunan iterkecil idari ikomunitas ipemerintahan, 

idalam iarti imasyarakat iDesa iharus idiberi ikepercayaan idan ikewenangan iyang icukup 

iuntuk imengurus irumah itangga idesanya, isehingga ibisa imandiri, isesuai idengan 

ipotensi idan isumber idaya isetempat. 

Tujuan Otonomi Desa, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

maupun Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 telah menjelaskan salah 

satu tujuan dari implementasi otonomi desa tersebut adalah : “Otonomi Desa 

dapat menjadi wahana yang baik bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, melalui implementasi otonomi desa, 

diharapkan prakarsa dari pembangunan tumbuh dan berkembang dari aspirasi 

masyarakat desa, sehingga masyarakat desa akan memiliki sense of belonging dari 

setiap derap dan hasil pembangunan di desanya”. 

Partisipasi imasyarakat idalam iOtonomi idesa imerupakan isubstansi inyata idari 

ikemampuan imasyarakat isetempat iuntuk imengakses ipotensi isumber idaya iyang iada 

idilingkungannya. iSehingga ipotensi isumber idaya iyang isangat imelimpah iruah iitu ibisa 
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idijadikan inilai itambah ibagi ipeningkatan ikesejahteraan imasyarakat idi idesa 

ibersangkutan. iMaka ibantuan iPemerintah iDaerah iberupa ifinansial, iprogram 

ipembangunan, idan ipelimpahan ikewenangan imerupakan isyarat iyang iperlu idipenuhi. 

iMeskipun imasih iharus iterbatas ipada ibeberapa ihal iyang idianggap ipenting ibagi 

ipercepatan ipembangunan ikemandirian idesa. 

Kegiatan ipembangunan inasional idengan isegala iukuran ikeberhasilan idan 

idampak ipositif iserta inegatifnya, itidak iterlepas idari ikerja ikeras idan ipengabdian iaparat 

ipemerintah idesa. iMeskipun idemikian, imasih ibanyak imasalah iyang idihadapi ioleh 

imasyarakat idesa iyang isampai isaat iini ibelum idapat idiatasi isecara ituntas, iseperti 

imasalah ipengangguran, ikemiskinan, iketimpangan idistribusi ipendapatan, iketidak 

iseimbangan istruktural iataupun iketerbelakangan ipendidikan. 

Sebagai iwujud idemokrasi, idalam ipenyelenggaraan ipemerintah idesa idibentuk 

iBadan iPermusyawaratan iDesa iatau isebutan ilain, isesuai idengan ibudaya iyang 

iberkembang idi idesa iyang ibersangkutan, iyang iberfungsi isebagai ilembaga ipengaturan 

idalam ipenyelengaraan ipemerintahan idesa, iseperti idalam ipembuatan idan 

ipelaksanaan iPeraturan iDesa, iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iDesa, idan 

iKeputusan iKepala iDesa. iDi idesa idi ibentuk ilembaga ikemasyarakatan iyang 

iberkedudukan isebagai imitra ikerja iPemerintah iDesa idalam imemberdayakan 

imasyarakat idesa. 

Kepala iDesa ipada idasarnya ibertanggung ijawab ikepada irakyat idesa iyang 

idalam itata icara idan iprosedur ipertanggung ijawaban idisampaikan ikepada ibupati iatau 

iwalikota imelalui icamat. iKepada iBadan iPermusyawaratan iDesa, iKepala iDesa iwajib 

imemberikan iketerangan ilaporan ipertanggung ijawabannya idan ikepada irakyat 
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imenyampaikan iinformasi ipokok-pokok ipertanggung ijawaban inamun itetap 

imemberikan ipeluang ikepada imasyarakat imelalui iBPD iuntuk imenanyakan iatau 

imeminta iketerangan ilebih ilanjut iterhadap ihal-hal iyang ibertalian idengan ipertanggung 

ijawaban iyang idimaksud. iPengaturan ilebih ilanjut imengenai idesa iseperti 

ipembentukan, ipenghapusan, ipenggabungan, iperangkat ipemerintah idesa, ikeuangan 

idesa, ipembangunan idesa, idan ilain isebagainya idilakukan ioleh ikabupaten idan ikota 

iyang iditetapkan idalam iperaturan idaerah imengacu ipada ipedoman iyang iditetapkan 

ioleh ipemerintah. 

Desa iPohuwato iTimur imerupakan idesa iyang iberada idi iwilayah ikecamatan 

iMarisa idan iKabupaten iPohuwato, idan idapat idikatakan ibahwa iDesa iPohuwato iTimur 

imerupakan idesa iyang imasih idalam itaraf ipembangunan. iDalam iproses ipengambilan 

ikeputusan imisalnya, ikepala idesa itidaklah imenjadi iaktor isentral idalam ipengambilan 

ikeputusan iataupun idalam ipembuat ikebijakan, iakan itetapi ikepala idesa isebagai ikepala 

ipemerintahan iturut imelibatkan ipartisipasi imasyarakat idalam ipengambilan 

ikeputusan, imulai idari iperencanaan ihingga ikebijakan itersebut iterbentuk. iBPD 

isebagai iBadan iPermusyawaratan iDesa ipun iterlibat isebagai isuatu ilembaga iyang 

ibertugas idalam imenyampaikan iaspirasi imayarakat idan idalam iproses ipengambilan. 

Dengan ibelum imaksimalnya iperan ikerja ilembaga idesa idalam ipembangunan 

idesa, ihal iini idisebakan ioleh iberbagai ifaktor idiantaranya iSDM iyang ilemah idalam 

ipendidikan, ibaik ipendidikan iformal imaupun iinformal iserta iminimnya isosialisasi 

idalam ipengembangan ikualitas iaparatur idesa, inamun iketerbatasan itersebut itidaklah 

imembuat ilembaga-lembaga iyang idimiliki ioleh idesa imengacuhkan ipartisipasi 

imayarakat idan imengabaikan ipembangunan. iNamun isebaliknya ipartisipasi iyang 
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idiberikan ioleh imasyarakat itetap idiawasi ioleh iBPD isebagai ilembaga iindependent 

idesa. 

Masyarakat itelah imengetahui iarti ipenting iberpartisipasi idalam 

ipembangunan, ihal iini iterlihat idari iantusiasme imasyarakat idalam imelihat 

iperkembangan idesa idan imasalah-masalah iyang idihadapi ioleh idesa ibaik iitu imasalah 

ipembangunan, iekonomi imaupun imasalah isosial ilainnya. iSelain iitu iBPD isebagai 

iwadah ipenyaluran iaspirasi imasyarakat itelah imemperlihatkan ikerjanya idengan 

imenampung iaspirasi imasyarakat idan imembawanya ike iforum idesa, inamun idengan 

iadanya iBPD ipenyaluran iaspirasi itersebut ibelumlah icukup iuntuk ipeningkatan 

ikualitas ipembangunan idesa, tetapi partisipasi masyarakat desa juga akan 

menentukan pembangunan desa kedepannya, terlebih lagi dengan otonomi yang 

dimilki oleh desa tentunya desa mempunyai tanggung jawab penuh terhadap 

kemajuan pembangunan desanya sendiri. 

Dengan ipartisipasi iyang idilakukan ioleh imasyarakat idi iDesa iPohuwato iTimur 

imemperlihatkan ibahwa ikeikutsertaan imasyarakat itersebut iadalah isuatu isubstansi 

inyata iakan ikeberhasilan ipembangunan. iUntuk imeningkatkan ipartisipasi imasyarakat 

itersebut iperlu ilebih iditekankanya iperan idan ifungsi ipemerintahan idesa isebagai 

iaparatur ipemerintahan. 

Melihat kenyataan sosial yang ada dan fakta lapangan yang penulis temui, 

maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan 

Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di 

Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato”. 

1.2. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana 

Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Desa di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan Desa di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten 

Pohuwato. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca tentang pengaruh otonomi desa terhadap pembangunan 

desa selain itu manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat 

penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas 

Ichsan Gorontalo. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan dalam literatur kepustakaan bagi kalangan yang 

berkepentingan dan tertarik pada masalah yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Definisi Otonomi Desa 

Otonomi idesa imerupakan iotonomi iasli, ibulat idan iutuh iserta ibukan 

imerupakan ipemberian idari ipemerintah.Sebaliknya ipemerintah iberkewajiban 

imenghormati iotonomi iasli iyang idimiliki ioleh idesa itersebut. 

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum 

publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat 

dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.(Widjaja, 2005; 16). 

Otonomi idesa imerupakan ipemberian iruang igerak ibagi idesa idan 

imengembangkan iprakarsa-prakarsa idesa itermasuk isinergi iberbagai iaturan idengan 

ipotensi idan ibudaya ilokal iyang idimiliki idesa.Pasal i1 iayat i(6) iUndang-Undang iNo.23 

iTahun i2014 imenjelaskan ibahwa idaerah iotonom iadalah ikesatuan imasyarakat ihukum 

iyang imempunyai ibatas-batas iwilayah iyang imengatur idan imengurus iurusan 

ipemerintahan idan ikepentingan imasyarakat isetempat imenurut iprakarsa isendiri 

iberdasarkan iaspirasi imasyarakat idalam isistem iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia. 

Widjaja (2003:17) mengemukakan bahwa: Konteks penting yang 

mendorong desentralisasi dan otonomi desa adalah: 

1. secara ihistoris idesa itelah ilama ieksis idi iIndonesia isebagai ikesatuan imasyarakat 

ihukum idan iself-governing icommunity iyang imemiliki isistem ipemerintahan ilokal 

iberdasarkan ipranata ilokal iyang iunik idan iberagam, 

2. lebih idari i60% ipenduduk iIndonesia ibertempat itinggal idi idesa, 
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3. dari isisi iekonomi-politik, idesa imemiliki itanah idan ipenduduk iselalu imenjadi 

imedan itempur iantara inegara, ikapital idan imasyarakat, 

4. konstitusi imaupun iregulasi inegara imemang itelah imemberikan ipengakuan 

iterhadap idesa isebagai ikesatuan imasyarakat ihukum i(self-governing icommunity), 

itetapi ipengakuan iini ilebih ibersifat isimbolik-formalistik iketimbang isubstantif, 

idan 

5. selama ilima itahun iterakhir idesa itengah ibergolak imenuntut idesentralisasi idan 

iotonomi” 

Kejelian ipemerintah idalam iimplementasi ikebijakan iotonomi idesa ihendaknya 

idiarahkan ipada ipotensi-potensi iyang idimiliki idesa, iuntuk iitu iproses ipertumbuhan 

idan iperkembangan idapat iterarah itermasuk iaktualisasi inilai-nilai ilokal itidak idapat 

idimaksudkan iuntuk imengembalikan idesa ike izaman ilama, imelainkan ihendak 

idijadikansebagai ikoridor idalam iproses itransformasi, iagar ijalan iyang iditempuh itidak 

idestruktif, imelainkan itetap imempertimbangkan ikepentingan igenerasi ike idepan. 

Pudjiwati (2007:5) mengemukakan bahwa desa pada umumnya sebelum 

mengalami pembangunan mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. sumber ipenghasilan idesa iadalah ipada itanah, 

2. teknologi ipertanian idan isebagainya imasih irendah, 

3. tata ihidup idan isosial iberkembang iuntuk isosial isubsistence i(keperluan isosial 

isendiri), 

4. sistem isosial imasyarakat idesa ilebih ikuat ikarena iisolasi ifisik idan ikultur, idan 

5. tumbuh isuatu ikesatuan imasyarakat iadat. 



xvii 
 

Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen 

masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi 

obyektif masyarakat. Widjaja (2003:14) mengungkap fungsi-fungsi obyektif 

masyarakat sebagai berikut : 

1. iPeningkatan inilai isumber idaya i(subkultur iekonomi) iseperti: 

a. membeli isemurah imungkin, 

b. menjual iseuntung imungkin, 

c. membuat isehemat imungkin, 

2. iPenciptaan ikeadilan idan ikedamaian i(subkultur ipemerintahan) iseperti: 

a. berkuasa isemudah imungkin, 

b. menggunakan ikekuasaan iseefektif imungkin, 

c. mempertanggungjawabkan ipenggunaan ikekuasaan iseformal imungkin, idan 

3. ikontrol iterhadap ikekuasaan i(subkultur isosial), iseperti i: 

a. peduli i(suka iusil), 

b. budaya ikonsumeristik, 

c. collective ibehavior ike icollective iaction. 

Check-and-balance idapat iterjadi ijika ikekuatan iantar iketiga isubkultur 

itersebut iseimbang, iserasi idan iselaras, iyang isatu itidak iberada idi ibawah iyang ilain, iyang 

isatu itidak ilebih ilemah idaripada iyang ilain, imaju ibersama ike idepan iyang ikesemua iitu 

imembutuhkan ikesadaran inasional, irasa itanggungjawab isosial idan ikesediaan 

iberkorban ipemuka-pemuka imasyarakat idi iberbagai isektor idan itingkat ikehidupan 

i(kaum iintelektual, ialim-ulama, ientrepreneur, idan isebagainya) iuntuk irela itetap iberada 
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idan iberfungsi idi itengahtengah imasyarakat isubkultur isosial idan itidak itergoda 

imengejarkekuasaan iuntuk itergiur iakan ikekayaan, ikesenangan idan ipopularitas. 

Sinergi iketiga isubkultur iekonomi, ipemerintahan idan isosial iyang ikesemua iitu 

imenumbuhkan idan imenguatkan iinstitusi ilokal idan iterbangunnya idemokratisasi 

imasyarakat idesa.Tugas iutama ipemerintah idalam irangka iotonomi idesa iadalah 

imenciptakan ikehidupan idemokratis, imemberi ipelayanan ipublik idan isipil iyang icepat 

idan imembangun ikepercayaan imasyarakat imenuju ikemandirian idesa. iUntuk iitu idesa 

itidak idikelola isecara iteknokratis itetapi iharus imampu imemadukan irealita ikemajuan 

iteknologi iyang iberbasis ipada isistem inilai ilokal iyang imengandung itata iaturan, inilai, 

inorma, ikaidah idan ipranata-pranata isosial ilainnya. Potensi-potensi desa berupa hak 

tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas desa lainnya), potensi 

penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu 

menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju 

optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat 

desa. Sejalan dengan itu,  

Widjaja (2003:17) menjelaskan bahwa: “Tujuan yang substansial dari 

desentralisasi dan otonomi desa itu adalah: 

1. Mendekatkan iperencanaan ipembangunan ike imasyarakat, 

2. Memperbaiki ipelayanan ipublik idan ipemerataan ipembangunan, i 

3. Menciptakan iefisiensi ipembiayaan ipem-bangunan iyang isesuai idengan 

ikebutuhan ilokal, 

4. Mendongkrak ikesejahteraan iperangkat idesa, 

5. Menggairahkan iekonomi ilokal idan ipenghidupan imasyarakat idesa, 
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6. Memberikan ikepercayaan, itanggungjawab idan itantangan ibagi idesa iuntuk 

imembangkitkan iprakarsa idan ipotensi idesa, 

7. Menempa ikapasitas idesa idalam imengelola ipemerintahan idan ipembangunan, 

8. Membuka iarena ipembelajaran iyang isangat ibagi ipemerintah idesa, iBPD idan 

imasyarakat idan 

9. Merangsang itumbuhnya ipartisipasi imasyarakat ilokal.  

Esensi idan isubstansi irujukan itersebut idi iatas iyaitu ikesejahteraan imasyarakat, 

ipartisipasi iaktif idan iupaya imembangun ikepercayaan ibersama iyang idibingkai idengan 

isinergitas iantara ipemerintah idengan iyang idiperintah.Upaya imengawal itujuan 

idesentralisasi idan iotonomi idesa iitu imemerlukan ikomitmen ipolitik idan ikeberpihakan 

ikepada idesa imenuju ikemandirian idesa. iDan ituntutan ikemandirian idesa ipada 

ihakekatnya iadalah iterbentuknya idaerah iotonomi itingkat itiga iyang idisebut iotonomi 

idesa. 

Pokok-pokok ipikiran itersebut idi iatas iberdampak ilangsung ipada ikegiatan 

ipemerintahan ipada ilevel idesa isebagai isubsistem ipemerintahan inasional iyang idalam 

ikondisi iempirik icenderung itidak iproporsional. iMengingat ikedudukan idesa iselama 

iini iterkesan idimarginalkan, partisipasi publik perlu dibangun sebagai bagian 

rekonstruksi penguatan peranan desa dalam otonomi daerah. 

Desentralisasi iyang ihakiki iadalah idesentralisasi iyang imemberikan iruang 

iinisiatif idan iruang igerak ibagi idesa idalam ikeanekaragaman ikarakteristiknya  iuntuk 

isecara ipenuh iterlibat idalam iperencanaan idaerah.Posisi ipemerintahan idesa iyang 

idimarginalkan itidak imenguntungkan idengan itumbuh idan iberkembangnya iotonomi 
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idesa, ibahkan ilambat ilaun idesa idan ikemandiriannya imengalami istagnan ibahkan 

iterjadi idegradasi iyang icukup isignifikan ibagi iotonomi idesa. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya 

sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi. Hanya 

otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah propinsi, 

kota dan kabupaten, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi 

berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki 

sejak dulu kala dan telah menjadi adat-istiadat yang melekat dalam masyarakat 

desa yang bersangkutan. (Nurcholis, 2005; 234).  

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah diakui 

adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan 

penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah 

untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa diluar desa 

gineologis yaitu bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena 

pemekaran desa, transmigrasi atau alasan lainnya yang warganya 

majemuk/heterogen, maka melalui otonomi desa dapat tumbuh dan berkembang 

mengikuti perkembangan desa itu sendiri. 

Kewenangan ipemerintahan idesa idalam imengatur idan imengurus imasyarakat 

isetempat ididasarkan ipada ihak iasal iusul idan inilai-nilai isosial ibudaya iyang iterdapat 

ipadamasyarakat isetempat inamun iharus idiselenggarakan idalam iperspektif 

iadiministrasi ipemerintahan inegara iyang iselalu imengikuti iperkembangan izaman. 



xxi 
 

Berdasarkan ipenjelasan iumum ipada iPeraturan iPemerintah iRepublik 

iIndonesia iNomor i47 iTahun i2015 iTentang iDesa iPeraturan iPelaksanaan iUndang-

Undang iDesa idijelaskan ibahwa ilandasan ipemikiran ipengaturan imengenai idesa itetap 

iyaitu: i 

1) Keanekaragaman, iyang imemiliki imakna ibahwa iistilah iDesa idapat idisesuaikan 

idengan iasal iusul idan ikondisi isosial ibudaya imasyarakat isetempat. iHal iini iberarti 

ipola ipenyelenggaraan ipemerintahan iserta ipelaksanaan ipembangunan idi iDesa 

iharus imenghormati isistem inilai iyang iberlaku ipada imasyarakat isetempat inamun 

iharus itetap imengindahkan isistem inilai ibersama idalam ikehidupan iberbangsa idan 

ibernegara. iDalam ikaitan iini iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia 

iTahun i1945 imenegaskan ibahwa iNegara imengakui idan imenghormati ikesatuan-

kesatuan imasyarakat ihukum iadat ibeserta ihak itradisionalnya isepanjang imasih 

ihidup idan isesuai idengan iperkembangan imasyarakat idan iprinsip iNegara 

iKesatuan iRepublik iIndonesia, i 

2) Partisipasi, imemiliki imakna ibahwa ipenyelenggaraan ipemerintahan idan 

ipembangunan idesa iharus imampu imewujudkan iperan iaktif imasyarakat iagar 

imasyarakat isenantiasa imemiliki idan iturut iserta ibertanggungjawab iterhadap 

iperkembangan ikehidupan ibersama isebagai isesama iwarga idesa, i 

3) Otonomi iasli, imemiliki imakna ibahwa ikewenangan ipemerintahan idesa idalam 

imengatur idan imengurus imasyarakat isetempat ididasarkan ipada ihak iasal iusul idan 

inilai-nilai isosial ibudaya iyang iterdapat ipada imasyarakat isetempat inamun iharus 

idiselenggarakan idalam iperspektif iadiminstrasi ipemerintahan inegara iyang iselalu 

imengikuti iperkembangan izaman, 
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4) Demokratisasi, imemiliki imakna ibahwa ipenyelenggaraan ipemerintahan idan 

ipelaksanaan ipembangunan idi iDesa iharus imengakomodasi iaspirasi imasyarakat 

iyang idiartikulasi idan idiagregasi imelalui iBPD idan iLembaga iKemasyarakatan 

isebagai imitra iPemerintah iDesa. i 

5) Pemberdayaan imasyarakat, imemiliki imakna ibahwa ipenyelenggaraan 

ipemerintahan idan ipelaksanaan ipembangunan idi iDesa iditujukan iuntuk 

imeningkatkan itaraf ihidup idan ikesejahteraan imasyarakat imelalui ipenetapan 

ikebijakan, iprogram idan ikegiatan iyang isesuai idengan iesensi imasalah idan 

iprioritas ikebutuhan imasyarakat. i 

6) Otonomi iyang idimiliki ipemerintah ikabupaten/kota iadalah iotonomi 

iformal/resmi.Artinya iurusan-urusan iyang idimiliki iatau imenjadi 

ikewenangannya iditentukan ioleh iUndang-Undang.Sedangkan iotonomi iyang 

idimiliki ipemerintah idesa iadalah iotonomi iberdasarkan iasal-usul idan iadat-

istiadat.Artinya ijika idesa imemang imempunyai iurusan-urusan iyang isecara iadat 

idiatur idan idiurus, imaka iurusan itersebut idiakui ioleh iUndang-Undang. 

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa 

adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, 

desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial 

masing-masing. Inilah iyang imenjadi icikal ibakal isebuah inegara ibernama iIndonesia 

iini. iNamun, isampai isaat iini ipembangunan idesa imasih idianggap iseperempat imata 

ioleh ipemerintah. iKebijakan ipemerintah iterkait ipembangunan idesa iterutama 

ipembangunan isumber idaya imanusianya isangat itidak iterpikirkan. iIstilah idesa 

idisesuaikan idengan iasal-usul, iadat iistiadat, idan inilai-nilai ibudaya imasyarakat idi 
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isetiap idaerah iotonom idi iIndonesia. iSetelah iUUD i1945 idiamandemen, iistilah idesa 

itidak ilagi idisebut isecara ieksplisit. 

Desa imemiliki ihak iotonomi iasli iberdasarkan ihukum iadat, idapat imenentukan 

isusunan ipemerintahan, imengatur idan imengurus irumah itangga, iserta imemiliki 

ikekayaan idan iaset. ioleh ikarena iitu, ieksistensi idesa iperlu iditegaskan iuntuk 

imewujudkan ikesejahteraan imasyarakat idesa. iNamun, deregulasi dan penataan desa 

pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan 

perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di 

Indonesia.  Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa , sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak 

istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, 

pemilihan kepala desa  serta proses pembangunan desa . 

Otonomi idesa imerupakan iotonomi iasli, ibulat, idan iutuh iserta ibukan 

imerupakan ipemberian idari ipemerintah. iSebaliknya ipemerintah iberkewajiban 

imenghormati iotonomi iasli iyang idimiliki ioleh idesa itersebut. iSebagai ikesatuan 

imasyarakat ihukum iyang imempunyai isusunan iasli iberdasarkan ihak iistimewa, idesa 

idapat imelakukan iperbuatan ihukum ibaik ihukum ipublik imaupun ihukum iperdata, 

imemiliki ikekayaan, iharta ibenda iserta idapat idituntut idan imenuntut idi imuka 

ipengadilan. 

Bagi idesa, iotonomi iyang idimiliki iberbeda idengan iotonomi iyang idimiliki i ioleh 

i idaerah ipropinsi imaupun idaerah ikabupaten idan idaerah ikota. iOtonomi iyang idimiliki 

ioleh idesa iadalah iberdasarkan iasal-usul idan iadat iistiadatnya, ibukan iberdasarkan  

ipenyerahan iwewenang idari ipemerintah. iDesa iatau inama ilainnya, iyang iselanjutnya 



xxiv 
 

idisebut idesa iadalah ikesatuan imasyarakat ihukum iyang imemiliki ikewenangan iuntuk 

imengatur idan imengurus ikepentingan imasyarakat isetempat iberdasarkan iasal-usul 

idan iadat-istiadat isetempat iyang idiakui idalam isistem ipemerintahan inasional idan 

iberada idi idaerah ikabupaten. iLandasan ipemikiran iyang iperlu idikembangkan isaat iini 

iadalah ikeanekaragaman, ipartisipasi, iotonomi iasli, idemokrasi, idan ipemberdayaan 

imasyarakat. 

Daerah ikabupaten i iatau ikota iseuai idengan iketentuan iperaturan iperundang-

undangan. iOtonomi idesa imerupakan ihak, iwewenang idan ikewajiban iuntuk imengatur 

idan imengurus isendiri iurusan ipemerintahan idan ikepentingan imasyarakat 

iberdasarkan ihak iasal-usul idan inilai-nilai isosial ibudaya iyang iada ipada imasyarakat 

iuntuk itumbuh idan iberkembang imengikuti iperkembangan idesa itersebut. Urusan 

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang 

pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 

Namun iharus iselalu idiingat ibahwa itiada ihak itanpa ikewajiban, itiada 

ikewenangan itanpa itanggungjawab idan itiada ikebebasan itanpa ibatas. iOleh ikarena iitu, 

idalam ipelaksanaan ihak, ikewenangan idan ikebebasan idalam ipenyelenggaraan 

iotonomi idesa iharus itetap imenjunjung inilai-nilai itanggungjawab iterhadap iNegara 

iKesatuan iRepublik iIndonesia idengan imenekankan ibahwa idesa iadalah ibagian iyang 

itidak iterpisahkan idari ibangsa idan inegara iIndonesia. iPelaksanaan ihak, iwewenang idan 

ikebebasan iotonomi idesa imenuntut itanggungjawab iuntuk imemelihara iintegritas, 

ipersatuan idan ikesatuan ibangsa idalam iikatan iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia 

idan itanggungjawab iuntuk imewujudkan ikesejahteraan irakyat iyang idilaksanakan 

idalam ikoridor iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku . 
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Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 

kewenangan desa meliputi :  

1. Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,   

2. Pelaksanaan pembangunan desa,  

3. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan  

4. Pemberdayaan masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat,  

hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi: 

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 

2. kewenangan lokal berskala Desa; 

3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

atau Pemerintah Daerah 

4. Kabupaten/Kota; dan 

5. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah 

Undang-Undang iNomor i23 iTahun i2014 itentang iPemerintahan iDaerah iPasal 

i200 idan i216 imenyatakan ibahwa i idesa idi ikabupaten/kota imemiliki ikewenangan-

kewenangan iyang idapat idiatur isecara ibersama iantara ipemerintah idesa idan iBPD iyang 

idimaksudkan iuntuk imeningkatkan ipelayananan ikepada imasyarakat. 

iPenyelenggaraan idesa iyang iotonom idengan ikewenangan iyang idilimpahkan itersebut 

ipada idasarnya imerupakan iproses iyang iterjadi isecara isimultan idan 

iberkesinambungan iyang imemerlukan ipengetahuan iaparatur idaerah itentang 

ikewenangan imereka, ipotensi idaerah idan imenjaring iaspirasi imasyarakat idi 
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iwilayahnya. iYang imenjadi ipertanyaan iapakah iotonomi iasli isebagaimana iyang idiatur 

idalam iUndang-Undang iNo. i23 iTahun i20104 itersebut imasih iada idi idesa-desa 

iIndonesia. iTransformasi isosial iekonomi iselama ienam ipuluh i(60) itahun isejak 

iIndonesia imerdeka imenyebabkan ibanyak iperubahan iyang isignifikan ipada ipraktek 

ipenyelenggaraan ipemerintahan idesa. iSebagian ibesar idesa-desa idi ipulau iJawa itelah 

imengalami iperubahan iruang imenjadi ikota iatau idesa-kota. i iSementara iitu isebagian 

ibesar idesa-desa idi ipulau iSumatera imengalami itrasnformasi imenjadi idesa iindustri 

iperkebunan, iterutama iperkebunan isawit idan ikaret. i iPerubahan istruktur iekonomi idesa 

ikontemporer iini imenyebabkan iurusan-urusan ipemerintah idesa ipun imengalami 

ipergeseran idari isektor ipertanian ike isektor inon ipertanian. i iKewenangan iatau iurusan 

idesa iyang idulunya idikenal idengan iotonomi iasli ipun imenjadi ihilang idan iatau 

imengalami iperubahan ibentuk. 

Selanjutnyan Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 disebutkan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup  : 

1. Urusan ipemerintahan i iyang isudah iada iberdasarkan ihak iasal iusul idesa, iurusan 

ipemerintahan iyang imenjadi ikewenangan ikabupaten/kota iyang idiserahkan 

ipengaturannya ikepada idesa, 

2. Tugas ipembantuan idari iPemerintah, iPemerintah iprovinsi, idan iatau ipemerintah 

ikabupaten/kota idan iyang iterakhir iurusan ipemerintahan ilainnya iyang ioleh 

iperaturan iperundang-perundangan idiserahkan ikepada idesa. iTugas ipembantuan 

idari iPemerintah, iPemerintah iProvinsi, idan/atau ipemerintah iKabupaten/kota 

ikepada idesa idisertai idengan ipembiayaan, isarana idan iprasarana, iserta isumber 

idaya imanusia. 
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Pencermatan ilebih imendalam imenunjukkan ibahwa ikonflik ipenguasaan 

ikewenangan iterutama idisebabkan ikarena iadanya ikewenangan iyang imenghasilkan 

ipenerimaan, iyaitu iadanya ikecenderungan iperebutan ikewenangan iantar itingkatan 

ipemerintahan iuntuk imemperoleh isumber-sumber ikeuangan iyang iberasal idari 

ikewenangan itersebut. iKewenangan-kewenangan iyang imenghasilkan isumber 

ipenerimaan icenderung ibermasalah, isedangkan ikewenangan iyang ikurang 

imenghasilkan ipenerimaan i idan iatau imemerlukan ibiaya icenderung iuntuk idihindari. 

Friksi i ipada idasarnya iberpangkal idari isiapa iyang imempunyai ikewenangan 

isecara ihukum iatas ihal iyang idisengketakan itersebut. i iMotif iutama iyang imendorong 

ibukanlah ipersoalan iuntuk imemberikan ipelayanan imasyarakat ipada ihal iyang 

idisengketakan itersebut, inamun ilebih ipada ibagaimana imenguasai isumber-sumber 

ipendapatan iyang idihasilkan idari ikewenangan iyang idisengketakan itersebut. iDaerah 

imenganggap ibahwa idengan iadanya iotonomi imaka ikebutuhan iuang imereka imenjadi 

itidak iterbatas, isedangkan iPAD idan iDAU iterbatas isehingga ihal itersebut imenarik 

imereka iuntuk imenambah isumber-sumber ipenerimaan idari ipenguasaan iobyek-obyek 

iyang idapat imenghasilkan itambahan ipenerimaan idaerah. 

Analisis iyang ilebih ifundamental imengindikasikan ibahwa ikeberadaan iunit 

ipemerintahan idaerah ibertujuan iunuk imelayani ikebutuhan imasyarakat i(public 

iservice). iIni iberarti itiap idaerah iakan imempunyai ikeunikan isendiri-sendiri ibaik idari 

iaspek ipenduduk, imaupun ikarakter igeografisnya. iMasyarakat ipantai idengan imata 

ipencaharian iutama idi iperikanan iakan iberbeda idengan imasyarakat ipegunungan, 

iataupun imasyarakat ipedalaman. iMasyarakat ipedesaan iakan iberbeda ikebutuhannya  

idengan imasyarakat idaerah iperkotaan. iApabila ikeberadaan iPemda iuntuk imelayani 
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ikebutuhan imasyarakat, maka konsekuensinya urusan yang dilimpahkanpun 

seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan 

perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Adalah 

sangat tidak logis apabila di sebuah daerah kota sekarang ini masih dijumpai 

urusan-urusan pertanian, perikanan, peternakan, dan urusan-urusan yang berkaitan 

dengan kegiatan primer. Pelimpahan urusan otonomi yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Untuk itu analisis kebutuhan (need assessment) merupakan suatu 

keharusan sebelum urusan itu diserahkan ke suatu daerah otonom. 

2.2. Pengertian Desa 

Kata “Desa” berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat 

asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu 

kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang 

jelas.(Soetardjo, 1984 dalam Wasistiono, 2006; 7). 

Sesuai idengan idefenisi itersebut, imaka idi iIndonesia idapat iditemui ibanyak 

ikesatuan imasyarakat idengan iperistilahannya imasing-masing iseperti iDusun, iMarga 

iDati, iNagari, iWanua, idan ilain isebagainya. iPada idaerah ilain imasyarakat isetingkat 

idesa ijuga imemiliki iberbagai iistilah idan ikeunikan isendiri, ibaik imata ipencaharian 

imaupun iadat iistiadatnya. 

Dalam iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i2014 iDesa iadalah i: iKesatuan 

imasyarakat ihukum iyang imemiliki ibatas-batas iwilayah iyang iberwenang iuntuk 

imengatur idan imengurus ikepentingan imasyarakat isetempat, iberdasarkan iasal iusul 

idan iadat iistiadat isetempat iyang idiakui idan idihormati idalam isistem iPemerintahan 

iNegara iRepublik iIndonesia. 
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Kebanyakan iorang imemahami idesa isebagai itempat idimana ibermukimnya 

ipenduduk idengan iperadaban iyang iterbelakang idaripada ikota. iBiasanya idicirikan 

idengan ibahasa iibu iyang ikental, itingkat ipendidikan iyang irelatif irendah, imata 

ipencaharian iyang iumumnya idi isektor ipertanian. iBahkan iterdapat ikesan ikuat ibahwa 

idesa imerupakan itempat itinggal ipara ipetani. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 

dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebut, bahwa Desa atau 

yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah ikesatuan 

imasyarakat ihukum iyang imemiliki ibatas-batas iwilaayah iyang iberwenang iuntuk 

imengatur idan imengurus ikepentingan imasyaarakat isetempat, iberdasarkan iasal iusul 

idan iadat iistiadat isetempat iyang idialami idan idihormati idalam isistem ipemerintahan 

iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia. 

Desa iadalah isuatu iwilayah iyang iditempati ioleh isejumlah ipenduduk isebagai 

ikesatuan imasyarakat itermasuk ididalamnya ikesatuan imasyarakat ihukum iyang 

imempunyai iorganisasi ipemerintahan iterendah ilangsung idibawah iCamat idan iberhak 

imenyelenggarakan irumah itangganya isendiri idalam iikatan iNegara iKesatuan 

iRepublik iIndonesia. i(Widjaja,2003 i19). 

Desa iselain imerupakan ikonsep iyang ibisa iberlaku iumum, ijuga idalam 

irealitasnya iada isekian iperbedaan-perdaan i(karakteristik) iyang imeliputinya, 

isehingga idengan ikarakteristik iyang iberbeda itersebut imuuncullah ikonsep idesa isecara 

ikhusus i(desadesadi iindonesia). iPerbedan idesa idi iindonesia ibukan ihanya  iketika 

idihadapkan idengan irealitas idesa idi inegara ilain, ibahkan idi idalam inegara iIndonesia 
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isendiri iperbedaan-perbedaan iitu iterlihat ijelas idan imencirikan ikarakteristiknya 

imasing-masing. 

Asli-tidaknya desa-desa di Jawa tidak terlepas dari kepentingan desa-desa 

pada zaman kolonial.Bermula dari penemuan desa-desa di sepanjang pantai utara 

P. Jawa oleh Herman Warner Muntinghe, maka desa-desa tersebut menjadi 

penting sekali artinya.Dalam kaitannya dengan ini, Sutardjo Kartohadikoesoemo 

berpendapat bahwa desa-desa tersebut adalah asli, karena idi idaerah-daerah 

iseberang i(bukan ihanya iluar iJawa itapi ijuga iPilipina) iyang itidak iterkena ipengaruh 

iHindu ipun ijuga iterdapat idaerahdaerahhukum isemacam idesa-desa itersebut i(Sutardjo 

iKartohadikoesoemo, i1953).Desa isebagai ikesatuan ihukum i(adat) idan ikesatuan. iDesa 

idan ikelurahan imemiliki ibeberapa iperbedaan iyang idisebutkan idalam iUU inomer i5 

itahun i1979 iyaitu: 

 Bahwa idesa iadalah iwilayah iyang iditempati ioleh ipenduduk iyang imasih 

imerupakan imasyarakat ihukum, isedangkan ikelurahan itidaklah idemikian. 

 Desa iberhak imengurus iRumah itangganya isendiri isedangkan ikeluraha itidak. 

Hal iini itermanifestasi idalam iprosedural ipemilihan ikepala idesa iyag idipilih 

isecara ilangsung ioleh imasyarakat idesa isetempatsebagai iperwujudan isistem 

idemokrasi iIndonesia, iberbeda idengan ikelurahan iyang idipilih iatau itentukan ioleh 

iIbukota iNegara, iIbukota iProvinsi, iIbukota iKabupaten idan iKota-kota ilainnya. iData 

imenunjukkan ibahwa ijumlah idesa iselalu ibertambah idari itahun ike itahun, ihal iini 

idisebabkan ikarena iperkembangan iataupun ikebijakan itertentu ioleh ipemerintah, 

imunculnya idesa-desa ibaru ijuga idisebabkan iUnit-unit iPemukiman iTransmigrasi 

i(UPT). 
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Dengan ialasan itersebut ijumlah idesa idiperkirakan imasih iakan iterus ibertambah 

iyakni iselama imasih iada idaerah-daerah iyang ibelum iberkembang idan imasih isedikit 

ijumlah ipenduduknya. iMemang idalam idesa itidak iada istandarisasi iyang ibaku, isebab 

idesa iyang isangat iberanekaragam imulai idari itingkat ikepadatan ipenduduk, iluas 

iwilayah, ijenis ipertanian, itopografi, idst. iDesa-desa idi iIndonesia itidak ihanya idesa 

ipertanian isaja, idisamping idesa ipertanian ijuga iterdapat ijenis, ijenis idesa ilainnya. 

Saragi i(1987: i120), iwalaupun isudah imempunyai irentan iwaktu iyang ilumayan 

isalam isampai isaat iini, inamun imungkin imasih irelevan iutuk idigunkan isebagai 

ilandasan iklasifikasi idesa, imisalnyamenyebutkan ibeberapa ijenis idesa iyang iada idi 

iIndonesia isebagai iberikut: 

 Desa itambangan i(kegiatan ipenyebrangan iorang iatau ibarang,biasanya iterdapat 

isungai-sungai ibesar) 

 Desa inelayan i(dimana imata ipencaharian iwarganya idenganusaha iperikanan ilaut). 

 Desa ipelabuhan i(hubungan idengan imancanegara, iantar ipulau, 

ipertahanan/strategi iperang idsb.) 

 Desa iperdikan i(desa iyang idibebaskan idari ipungutan ipajak ikarena idiwajibkan 

imemelihara isebuah imakam iraja-raja iatau ikarena ijasa-jasanya iterhadap iraja). 

 Desa ipenghasil iusaha ipertanian, ikegiatan iperdagangan, iindustri/kerajinan, 

ipertambangan idan isebagainya. 

 Desa-desa iperintis i(yang iterjadi ikarena ikegiatan itransmigrasi). 

 Desa ipariwisata i(adanya iobjek ipariwisata iberupa ipeninggalan ikuno, 

ikeistimewaan ikebudayaan irakyat, ikeindahan ialam idan isebagainya). 



xxxii 
 

Selain desa yang identik dengan pertanian, ada juga desa nelayan yang 

juga menjadi penting untuk objek kajian desa. Selain iIndonesia imerupakan inegara 

ikepulauan idan imaritim, ipun iakhirnya idampak iitu idirasakan ioleh imasyarakat iyang 

itinggal idi ipesisir ipantai, imasyarakat iyang itinggal idi ipesisir imayoritas ibermata 

ipencaharian isebagai inelayan, ihal iini irelevan idengan idefinisi idesa inelayan iseperti 

idisebut idiatas ibahwa idesa inelayan iadalah idesa iyang imata ipencaharian ipenduduknya  

imencari iikan i(di ilaut). 

Di daerah pesisir juga terdiri dari daratan yang memungkinkan untuk juga 

dapat melakukan cocok tanam (bertani), akhirnya ada perpaduan masyarakat 

nelayan selain mencari ikan sebagai mata pencaharian utama juga bertani dan 

berkebun. Biasanya imasyarakat inelayan iidentik idengan ikemiskinan, ihal iini 

idisebabkan ibeberapa ifaktor iantara ilain: itantangan ialam iyang icukup iberat, itermasuk 

ifaktor imusim iyang isecara itiba-tiba idapat imenghentikan iusaha ipenangkapan iikan idi 

ilaut. iSelain iitu ijuga imasyarakat inelayan iyang ijumlah ikepadatannya itinggi idalam 

isuatu iwilayah i(desa), inamun idengan imata ipencaharian iyang isama i(homogen) 

icenderung imembuat ipendapata iperkapita imereka irelative 

Hal ilain iadalah iketerbatasan ipenguasaan imodal iperikanan i(perahu idan ialat 

itangkap), iketerbatasan imodal idalam iusaha iperikanan i(uang), ikeadaan iperumahan 

idan ipemukiman iyang ikurang imemadai, ikemampuan iyang irendah idalam imemenuhi 

ikebutuhan ipokok ipribadi i(Maskun:1994:34). 

Dalam iUndang-Undang iNomor i6 iTahun i2014 iDesa iadalah i: iKesatuan 

imasyarakat ihukum iyang imemiliki ibatas-batas iwilayah iyang iberwenang iuntuk 

imengatur idan imengurus ikepentingan imasyarakat isetempat, iberdasarkan iasal iusul 
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idan iadat iistiadat isetempat iyang idiakui idan idihormati idalam isistem iPemerintahan 

iNegara iRepublik iIndonesia. 

Kebanyakan iorang imemahami idesa isebagai itempat idimana ibermukimnya 

ipenduduk idengan iperadaban iyang iterbelakang idaripada ikota. iBiasanya idicirikan 

idengan ibahasa iibu iyang ikental, itingkat ipendidikan iyang irelatif irendah, imata 

ipencaharian iyang iumumnya idi isektor ipertanian.Bahkan iterdapat ikesan ikuat ibahwa 

idesa imerupakan itempat itinggal ipara ipetani. 

Menurut iPeraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia iNomor i72 itahun i2005, 

ibahwa iDesa iatau iyang idisebut idengan inama ilain iselanjutnya idisebut iDesa, iadalah 

ikesatuan imasyarakat ihukum iyang imemiliki ibatas-batas iwilaayah iyang iberwenang 

iuntuk imengatur idan imengurus ikepentingan imasyaarakat isetempat, iberdasarkan iasal 

iusul idan iadat iistiadat isetempat iyang idialami idan idihormati idalam isistem 

ipemerintahan iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia.  

2.3. Pemerintahan Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa tidak lagi di bawah 

kecamatan tapi di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, kepala desa langsung 

di bawah pembinaan bupati/walikota. Kecamatan bukan lagi sebagai suatu 

wilayah yang membawahi desa-desa tapi hanya merupakan wilayah kerja camat. 

Camat sendiri bukan kepala wilayah dan penguasa tunggal di wilayahnya, tapi 

hanya sebagai perangkat daerah kabupaten. Jadi icamat itersebut ihanyalah istaf 

idaerah ikabupaten iyang imengurusi idesa-desa. iPemerintah idesa iadalah iunsur idari 

ipenyelenggara ipemerintahan idesa. iAdapun ipemerintah idesa imemiliki itugas ipokok: 
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o Melaksanakan iurusan irumah itangga idesa, iurusan ipemerintahan iumum, 

ipembangunan idan ipembinaan imasyarakat

o Menjalankan itugas ipembantuan idari ipemerintah, ipemerintah ipropinsi, 

ipemerintah ikabupaten.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, pemerintah desa mempunyai 

fungsi : 

o Penyelenggaraan iiurusan iirumah iitangga iidesa

o Pelaksanaan iitugas iidibidang iipembangunan iidan iipembinaan iikemasyarakatan 

iiyang iimenjadi iitanggung iijawabnya

o Pelaksanaan iipembinaan iiperekonomian iidesa

o Pelaksanaan iipembinaan iipartisipasi iidan iiswadaya iigotong iiroyong iimasyarakat

o Pelaksanaan iipembinaan iiketentraman iidan iiketertiban iimasyarakat

o Pelaksanaan iimusyawarah iipenyelesaian iiperselisihan iimasyarakat iidesa

o Penyusunan, iipengajuan iirancangan iiPeraturan iiDesa

o Pelaksanaan iitugas iiyang iidilimpahkan iikepada iipemerintah iidesa.

Pemerintah idesa idipimpin ioleh ikepala idesa. iKepala idesa idibantu ioleh 

isekretaris idesa idan iperangkat idesa. iPerangkat idesa iterdiri iatas ikepala-kepala iurusan, 

idan ikepala idusun. iKepala-kepala iurusan imembantu isekretaris idesa imenyediakan 

idata idan iinformasi iserta imemberi ipelayanan. iPelaksanaan iurusan iadalah ipejabat 

iyang imelaksanakan iurusan irumah itangga idesa idi ilapangan. iKepala idusun iadalah 

iwakil ikepala idaerah idi iwilayahnya. 

Urusan irumah itangga idesa iadalah iurusan iyang iberhak idiatur idan idiurus ioleh 

ipemerintah idesa isendiri. iUntuk imengatur idan imengurus iurusannya, ipemerintah idesa 
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imembuat iPeraturan iDesa iatau iPerdes. iPerdes idilaksanakan ioleh ikepala idesa idan 

idipertanggungjawabkan ikepada irakyat imelalui iBadan iPermusyawaratan iDesa iatau 

iBPD. 

2.4. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi imasyarakat imerupakan isuatu iproses ikegiatan iyang idilakukan ioleh 

iperorangan imaupun isecara iberkelompok iatau imasyarakat. Untuk menyatukan 

kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi iatau imasyarakat iyang 

ibergabung idalam irangka ipencapaian itujuan ibersama. 

Partisipasi Masyarakat adalah pemberdayaan maysarakat, peran sertanya 

dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek 

pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat 

untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implemntasi program pembangunan. 

(Adisasmita 2006:41) 

Partisipasi ididefenisikan isebagai iketerlibatan imental idan iemosional iindividu 

idalam isituasi ikelompok iyang imendorongnya imemberikan isumbangan iterhadap  

itujuan ikelompok iserta imembagi itanggung ijawab ibersama imereka i(Yusran i2006:11) 

Defenisi iini imengandung itiga igagasan ipenting. iPertama, ipartisipasi ilebih 

imerupakan iketerlibatan imental imaupun iemosional iketimbang ikegiatan iotot isemata. 

Keterlibatan diri, dari pada sekedar keahlian, merupakan produk ingatan dan 

emosi. Masyarakat mengetahui bahwa pemimpin mereka merupakan seorang 

otokrat yang tidak menginginkan gagasan mereka. Masyarakat itidak imelibatkan 

ipada ijenis isituasi iseperti iini. 
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Kedua, imendorong iadanya idukungan. iIndividu idiberi ikesempatan iuntuk 

imenciptakan iprakarsa idan ikreatifitas idemi itujuan ikelompok. iDengan icara iini, 

ipartisipasi iberbeda idengan iperizinan, iyang ihanya imenggunakan ikreatifitas idan 

igagasan ipemimpin iyang imenyodorkan iidenya ikepada ikelompok idemi ikebenaran. 

iPartisipasi imembutuhkan ilebih idari isekedar ikebenaran iyang isiap idiputuskan. iInilah 

ipsikologi idua iarah imaupun ihubungan isosial idiantara imasyarakat isekedar iprosedur 

ipemaksaan igagasan idari iatas. iKetiga, imendorong imasyarakat iuntuk imenerima 

itanggung ijawab iuntuk isesuatu ikegiatan. iKarena imereka imelibatkan idiri ididalam 

ikelompok, imereka ijuga iingin imelihat ipekerjaannya iberhasil. iPartisipasi imembantu 

imereka imenjadi iwarga iyang ibertanggung ijawab. iIndividu iyang imulai imenerima 

itanggung ijawab iuntuk iaktivitas ikelompok, mereka menjadi berminat untuk 

bekerjasama, karena tahu inilah sarana untuk menyelesaikan kerja yang menjadi 

tanggung jawabnya. Dengan membuat dirinya bertanggung jawab, ia iakan 

imemperoleh irasa ikebebasan isebagai iseorang iindividu iyang imembuat ikeputusan 

isendiri, imeskipun idipengaruhi ilingkungan ikelompoknya. 

Partisipasi imasyarakat itelah isekian ilama idiperbincangkan idan ididengungkan 

idalam iberbagai iforum idan ikesempatan. iIntinya iadalah iagar imasyarakat iumum iatau 

isebanyaknya iorang iikut iserta idengan ipemerintah imemberikan ibantuan iguna 

imeningkatkan, imempelancar, imempercepat, idan imenjamin iberhasilnya iusaha 

ipembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian 

“pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. 

Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, maka pengertian partisipasi 

setidak-tidaknya mengandung tiga pokok pikiran, yaitu: 
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1) Titik iberat ipartisipasi iadalah iketerlibatan idari imental idan iemosional, ikehadiran 

isecara ifisik isemata-mata idalam isuatu ikelompok. iTanpa iketerlibatan itersebut 

ibukanlah imerupakan ipartisipasi. 

2) Kesediaan imemberikan ikontribusi. iWujud ikontribusi idalam ipembangunan idapat 

ibermacam-macam, imisalnya: ibarang, iuang, ijasa, ibahan-bahan. iBuah ipikiran, 

iketerampilan idan isebagainya. 

3) Kebersediaan iuntuk ibertanggung ijawab isepenuh ihati. 

Suksesnya partisipasi langsung berhubungan dengan syarat-syarat tertentu. 

Kondisi semacam itu terjadi pada partisipasi yang ada dalam lingkungannya. 

Pekerjaan partisipasi lebih baik situasinya daripada lainnya. Syarat-syarat tersebut 

yaitu: 

1. Diperlukan ibanyak iwaktu iuntuk iberpartisipasi isebelum ibertindak. iPartisipasi 

itidak ibakalan iterjadi idalam ikeadaan imendadak 

2. Biaya ipartisipasi itidak iboleh imelebihi inilai-nilai iekonomi idan isebagainya 

3. Subjek ipartisipasi iharus irelevan idengan iorganisasi ipartisipasi isesuatu iyang iakan 

imenarik iperhatian ipartisipasi iatau iakan idianggapnya isebagai ipekerjaan iyang 

isibuk. 

4. Partisipasi iharus imempunyai ikemampuan, ikecerdasan idan ipengetahuan iuntuk 

iberpartisipasi isecara iefektif. 

5. Partisipasi iharus imampu iberkomunikasi iuntuk isaling ibertukar igagasan. 

6. Tidak iseorangpun iakan imerasakan ibahwa iposisinya idiancam idengan ipartisipasi; 

iPartisipasi iuntuk imemutuskan iarah itindakan ipada isebuah iorganisasi ihanya idapat 

imenempati ilingkungan ikebebasan ikerja ikelompok. 
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Dengan idemikian ikonsepsi ipartisipasi idalam ipembangunan imemiliki 

iperspektif iyang isangat iluas. iSeorang idikatakan itelah iberpartisipasi iapabila iia itelah 

iterlibat isecara iutuh idalam iproses ipelaksanaan ipembangunan ibaik isecara ifisik 

imaupun imental. iKeterlibatan iindividu idapat idimanivestasikan idalam iberbagai 

ibentuk ikontribusi. 

Tingkat ipartisipasi iyang itinggi iakan imemunculkan ikemandirian imasyarakat 

ibaik idalam ibidang iekonomi, ipolitik, isosial ibudaya, iyang isecara ibertahap iakan 

imenimbulkan ijati idiri, iharkat idan imartabat imasyarakat isecara imaksimal. 

Partisipasi sendiri diterapkan dalam tiga sektor: 

1. Sektor iEkonomi ifokusnya iadalah imekanisme ipasar 

2. Sektor iPolitik ifokusnya iadalah ipengembangan idemokrasi 

3. Sektor iSosial idan iBudaya ifokusnya iadalah ipartisipasi isosial. 

2.5. Pembangunan Desa 

Pembangunan iadalah iperubahan iyang idilakukan isecara iterencana idan 

imenyeluruh iyang idilakukan ioleh inegara-bangsa idalam irangka imemperoleh 

ikemajuan iuntuk imencapai ikemakmuran idan ikesejahteraan. 

Menurut Kuncoro Mudrajad (2004:3) Pembangunan adalah suatu proses 

yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah 

dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan 

para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen 

tentang pentingnya desentralisasi dalam pembangunan. 

Menurut iProf. iS.P. iSiagian, i(2004:4) iPembangunan iadalah isuatu iusaha iatau 

irangkaian iusaha ipertumbuhan idan iperubahan isecara iberencana iyang idilakukan 
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isecara isadar ioleh isuatu ibangsa, inegara idan ipemerintah, imenuju imoderenitas idalam 

irangka ipembinaan ibangsa. iLebih ijauh ilagi idia imenyatakan ibahwa ipembangunan 

imengandung iaspek iyang isangat iluas imencakup: 

1. Pembangunan idibidang ipolitik 

2. Pembangunan idibidang iekonomi 

3. Pembangunan idibidang iSosial idan iBudaya 

4. Pembangunan idibidang iAdministrasi 

Ada ibeberapa iide ipokok iyang isangat ipenting idiperhatikan itentang 

ipembangunan iyaitu isebagai iberikut: 

1. bahwa ipembangunan imerupakan isuatu iproses iberarti isuatu ikegiatan iyang iterus-

menerus idilaksanakan imeskipun isudah ibarang itentu ibahwa iproses iitu idapat 

idibagi idan ibiasanya imemang idibagi imenjadi itahap-tahap itertentu iyang iberdiri 

isendiri. iPentahapan iitu idapat idibuat iberdasarkan ijangka iwaktu, ibiaya, iatau ihasil 

itertentu iyang idiharapkan iakan idiperoleh. 

2. bahwa ipembangunan imerupakan iusaha iyang isecara isadar idilaksanakan. iJika iada 

ikegiatan iyang ikelihatannya inampak iseperti ipembangunan, iakan itetapi 

isebenarnya itidak idilaksanakan isecara isadar idan itimbul ihanya isecara iinsidental idi 

imasyarakat itidaklah idapat idigolongkan ikepada ikategori ipembangunan. 

3. bahwa ipembangunan idilakukan isecara iberencana idan iperencanaan iitu 

iberorientasi ikepada ipertumbuhan idan iperubahan. 

4. bahwa ipembangunan imengarah ikepada imoderinitas. iModernitas idisini idiartikan 

isebagai icara ihidup iyang ibaru idan ilebih ibaik idaripada isebelumnya iserta 
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ikemampuan iuntuk ilebih imenguasai ialam ilingkungan idalam irangka ipeningkatan 

ikemampuan iswasembada idan imengurangi iketergantungan ipada ipihak ilain. 

5. bahwa imodernitas iyang idicapai imelalui ipembangunan iitu ibersifat imulti 

idimensional. iArtinya ibahwa imodernitas iitu imencakup iseluruh iaspek ikehidupan 

ibangsa idan inegara, iterutama iaspek ipolitik, iekonomi, isosial ibudaya. 

6. bahwa isemua ihal iyang itelah idisebutkan idimuka iditujukan ikepada iusaha 

imembina ibangsa iyang iterus imenerus idilaksanakan idalam irangka ipencapaian 

itujuan ibangsa idan inegara iyang itelah iditentukan isebelumnya. 

Pembangunan yang mencapai hasil dapat secara efektif dicapai dengan 

melihat kekuatan pokok yang harus dibangun dan mengidentifikasikan tugas 

pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga strategis pembangunan. Kekuatan ipokok 

iyang idibangun ioleh iindonesia iadalah ikeunggulan ibersaing. iHanya ibangsa iyang 

imemiliki ikeunggulan ibersaing iyang ipokok iadalah ikeunggulan iekonomi. iDengan 

idemikian, isetiap ibidang iharus imendukung ikearah iterbentuknya idaya isaing iekonomi. 

iSecara ikhusus iprioritas ibagi isektor iekonomi iadalah imembangun idaya isaing ipelaku 

iekonomi ibaik isecara isektoral imaupu isecara iregional. Daya dukung di ideologi dan 

politik dan hukum adalah implementasi kebijakan otonomi daerah yang taat asas 

dan penegakan hukum yang konsisten. Daya idukung idi ibidang isosial ibudaya iadalah 

imembangun iparadigma ipendidikan iyang imencerdaskan ikehidupan ibangsa. iTentu 

isaja ikesemuanya itidak iakan iterjadi ijika itidak ididukung ikeamanan idan iketertiban 

iyang imantap. Dengan melihat kondisi tersebut, maka strategi untuk pelaku 

ekonomi/usaha adalah mewajibkan implementasi good cooperate governance, dan 



xli 
 

untuk sektor bukan ekonomi bisnis dengan mewajibkan implementasi good 

govertnance. 

Visi idari ipembangunan iadalah iterwujudnya imasyarakat iyang imaju, imandiri, 

isejatera, iadil, idan isetia ikepada ipancasila idan iUU i1945. iVisi iini imempunyai ijangka 

iwaktu itak iterbatas, ikarena isifat idari i“kemajuan” ibersifat itergantung idengan iwaktu. 

iOleh ikarena iitu, dapat pula disusun visi lima tahunan, dan disesuaikan dengan 

tantangan dan kebutuhan yang harus dijangkau dalam lima tahun kedepan. 

Misi ipembangunan itidak iberbeda idengan imisi idari inegara iindonesia, iseperti 

iyang idituangkan idalam ipembukaan iUUD i1945, iyaitu imelindungi isegenap ibangsa 

iindonesia idan iseluruh itumpah idarah iindonesia idan iuntuk imemajukan ikesejahteraan 

iumum, imencerdaskan ikehidupan ibangsa, idan iikut imelaksanakan iketertiban idunia 

iyang iberdasarkan iatas ikemerdekaan, iperdamaian iabadi, idan ikeadilan isosial. 

iDikaitkan idengan ikonteks ikeyakinan, imaka imisi ipembangunan idisempurnakan ilagi 

idengan imencermati ikondisi iobjektif idalam imasyarakat iyaitu iadanya ikesenjangan 

isebagai itantangan ipembangunan. iOleh ikarenanya, isecara ilebih ifokus, imaka imisi idari 

ipembangunan iadalah imenanggulangi ikesenjangan, mempersiapkan kompetisi 

global, dan menjaga kesinambungan hidup bangsa dengan pola pembangunan 

untuk rakyat, dilaksanakan oleh rakyat sesuai aspirasi yang tumbuh dari rakyat. 

Manajemen istrategi ipembangunan iyang iditurunkan idari imisi idiatas iadalah 

i“Strategi ipembangunan iPartisipatif”, iatau idapat ijuga idisebut isebagai i“Strategi 

iPembangunan iPemberdayaan”. iPembangunan iyang ipartisipatif isendiri iditerapkan 

idalam ilima isektor: 

1. Sektor iEkonomi ifokusnya iadalah imekanisme ipasar 
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2. Sektor iPolitik ifokusnya iadalah ipengembangan idemokrasi 

3. Sektor iSosial ifokusnya iadalah ipartisipasi isosial 

4. Sektor iHukum ifokusnya iadalah imembangun itertib ihukum 

5. Sektor iAdministrasi ifokusnya iadalah imembangun igood igovernance 

2.6. Hubungan Antara Otonomi Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan Desa 

Otonomi idesa imemiliki imakna ibahwa ikewenangan ipemerintahan idesa idalam 

imengatur idan imengurus imasyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan 

nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang 

diselenggarakan idalam iperspektif iadiministrasi ipemerintahan inegara iyang iselalu 

imengikuti iperkembangan izaman. 

Partisipasi Masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting dalam 

pemerintahan demokratis, terutama dalam praktek pemerintahan desa. (Yusran 

2006:10), mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan terus menerus 

dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan 

umum. Partisipasi iMasyarakat imemiliki imakna ibahwa ipenyelenggaraan 

ipemerintahan idan ipembangunan idesa iharus imampu imewujudkan iperan iaktif 

imasyarakat iagar imasyarakat isenantiasa imemiliki idan iturut ibertanggung ijawab 

iterhadap ipembangunan ikehidupan ibersama-sama iwarga idesa, ikarena ipartisipasi 

ipada iintinya iadalah iagar imasyarakat iumum iatau isebanyaknya iorang iikut iserta 

idengan ipemerintah imemberikan ibantuan iguna imeningkatkan, imemperlancar, 

imempercepat, idan imenjamin iberhasilnya iusaha ipembangunan. iMaka isecara iumum 
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ipartisipasi idapat idiartikan isebagai i“pengikutsertaan” iatau ipengambilan ibagian 

idalam ikegiatan ibersama. 

Pembangunan menyangkut pengertian bahwa manusia adalah objek dan 

subjek pembangunan. Karena manusia sebagai subjek pembangunan, maka dia 

harus diperhitungkan. Oleh karena itu, perlu mengajak subjek tadi berpartisipasi 

aktif dalam pembangunan. Sering kita mendengar bahwa pembangunan yang 

dilaksanakan tidak dapat sambutan dari rakyat, hal iini imeminta ipemimpin imemiliki 

ipersepsi iyang itajam idalam imendeteksi ikeinginan imasyarakat iuntuk imenggerakkan 

ipartisipasi imasyarakat. iMengapa iperlu ipartisipasi imasyarakat idalam imengakses 

ipembangunan?. iKarena ipembangunan iadalah iusaha irakyat imasyarakat isebanyak 

imungkin iikut iserta idengan ipemerintah, imemberi ibantuan iguna imeningkatkan, 

memperlancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan pembangunan. 

Menurut Budi Supriyanto (2009:344) bahwa partisipasi masyarakat yang 

dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela 

atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat. 

Tentunya ihal iini isangat irelevan idengan icita-cita iotonomi idaerah iyakni iuntuk 

imendorong iprakarsa idan iswadaya imasyarakat. iCara iberpartisipasi iini idapat 

idikategorikan iatas: i 

1. Partisipasi idalam ipembuatan ikeputusan i 

Artinya ikeputusan-keputusan iuntuk ikepentingan iumum iyang idibuat ipemerintah 

iseyogyanya imelibatkan imasyarakat, isehingga ikeputusan-keputusan itersebut 

iakan isangat ibermanfaat ibagi imasyarakat. iKeputusan-keputusan iyang iselama iini 
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idinilai itidak ibermanfaat, ikarena idibuat isecara itop-down itanpa imelibatkan 

imasyarakat. i 

2. Partisipasi idalam imelakukan iperencanaan ipembangunan i 

Dalam imerencanakan ipembangunan, iagar itidak imenyimpang iperlu imelibatkan 

imasyarakat iyang idiberi ikesempatan iuntuk iberpartisipasi, iseperti iperencanaan 

ipembebasan itanah imasyarakat iuntuk ipelebaran ijalan, iatau iuntuk ipembangunan 

igedung isekolah, isarana ikesehatan i(rumah isakit iataupun ipuskesmas), igedung-

gedung ipemerintah, iataupun isarana idan iprasarana ipublik ilainnya. i 

3. Parisipasi idalam ipelaksanaan ipembangunan i 

Dalam ihal iini imasyarakat iperlu idilibatkan idalam ipelaksanaan ipembangunan 

isehingga iterjadi isinergi iantara ipemerintah idan imasyarakat, imisalnya idalam 

ipembangunan iterminal, ipembangunan isarana idan iprasarana ikepariwisataan. i 

4. Partisipasi idalam ievaluasi i 

Untuk imemastikan ibahwa iperencanaan isesuai idengan ipelaksanaan, iseluruh 

ikegiatan iharus idievalusi. iEvaluasi iini iperlu imelibatkan ipartisipasi imasyarakat.  

Sekalipun partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan unsur 

yang sangat penting, tetapi tidak berarti setiap orang dapat dengan intensitas dan 

kapasitas yang sama dalam pembangunan yang dimaksud. Hal ini disebabkan oleh 

adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan keahlian 

antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, 

seseorang dapat berpartisipasi secara parsial, hanya terlibat dalam satu atau 

beberapa aktivitas saja dan juga dapat berpartisipasi secara prosesial, dapat terlibat 

dalam semua fase dari awal hingga akhir (Kaho, 1997:117). 
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Berdasarkan iungkapan idiatas imenunjukkan ibahwa ikeberhasilan ipelaksanaan 

iotonomi idesa iditentukan ioleh ipartisipasi imasyarakat idalam imeningkatkan, 

imempelancar, imempercepat idan imenjamin ikeberhasilan idesa idalam imelaksanakan 

ikewenangan iyang idimiliki. iHal iini iberarti isemakin ibesar ipartisipasi imasyarakat 

imaka ikewenangan idesa iakan imudah iuntuk idilaksanakan ioleh ipemerintahan idesa, 

ibegitu ijuga isebaliknya ijika ipartisipasi imasyarakat iberkurang imaka ipelaksanaan 

iotonomi idesa iatau ikewenangan idesa iyang idilaksanakan ioleh ipemerintahan idesa 

itidak iberjalan idengan isebaiknya. 

2.7. Kerangka Konseptual  

Kerangka Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1995; 31). 

Adapun itujuan idefenisi ikonsep iadalah isebagai ikerangka iberfikir iagar itidak 

iterjadi itumpang itindih iatas ivariabel iyang imenjadi isubjek ipenelitian iatau iuntuk 

imemberikan ibatasan-batasan iyang ilebih ijelas idari imasing-masing ikonsep iguna 

imenghindari iadanya isalah ipengertian. 

Dalam ipenelitian iini ipenulis imenganalisis iotonomi idesa imelalui ikewenangan  

idesa iberdasarkan iUndang-Undang iNo. i6 iTahun i2014 itentang iDesa iPasal i18 

ikewenangan idesa imeliputi i: i 

1. Kewenangan idi ibidang ipenyelenggaraan ipemerintahan idesa, i i 

2. Pelaksanaan ipembangunan idesa, i 

3. Pembinaan ikemasyarakatan idesa, idan i 

4. Pemberdayaan imasyarakat i idesa iberdasarkan iprakarsa imasyarakat. 
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Sedangkan ipartisipasi imasyarakat idalam ipembangunan ipenulis imengutip 

iteori iMenurut iBudi iSupriyanto i(2009:344) ibahwa ipartisipasi imasyarakat iyang 

idibutuhkan idalam ipembangunan iadalah ipartisipasi iyang idilakukan isecara isukarela 

iatau itanpa ipaksaan idan ididorong ioleh iprakarsa iatau iswadaya imasyarakat. iTentunya 

ihal iini isangat irelevan idengan icita-cita iotonomi idaerah iyakni iuntuk imendorong 

iprakarsa idan iswadaya imasyarakat. iCara iberpartisipasi iini idapat idikategorikan iatas: 

iPengambilan ikeputusan, iperencanaan, ipelaksanan idan ievaluasi 

Untuk lebih memperjelas arah penelitian ini maka indkator dari oronomi 

desa digambarkan melalui skema kerangka konseptual berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UU No 6 Tahun 2014 & Budi Supriyanto (2009:344) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Objek dan Waktu Penelitian  

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu maka yang menjadi 

objek penelitian adalah Penerapan Otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan. Penelitian ini direncanakan + 2 (dua) bulan bertempat di 

Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. 

3.2.Desain Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian analisis 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan 

memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

pokok. 

3.3.Operasional Variabel Penelitian  

Defenisi ioperasional imerupakan iuraian idari ikonsep iyang isudah 

idirumuskan idalam ibentuk iindikator-indikator iagar ilebih imemudahkan 

ioperasionalisasi idari isudut ipenelitian. iOperasionalisasi ivariabel idalam ipenelitian 

iini iadalah isebagai iberikut i: 
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1. Otonomi iDesa iadalah ikesatuan imasyarakat ihukum iyang imemiliki ikewenangan 

imengatur idan imengurus ikepentingannya isendiri iberdasarkan ihak iasal iusul idan 

inilai-nilai isosial ibudaya iyang iada ipada imasyarakat idesa. iAdapun iinidikator 

iadalah isebagai iberikut i: i 

o Kewenangan idalam ipenyelenggaraan ipemerintahan 

o Kewenangan idalam ipelaksanaan ipembangunan idesa 

o Kewenangan idalam iPembinaan imasyarakat idesa 

o Kewenangan idalam ipemberdayaan imasyarakat idesa 

2. Partisipasi iMasyarakat iadalah ikeikutsertaan imental idan iemosional iindividu 

iatau imasyarakat idalam iproses ipembangunan, ibaik idengan imenghimpun iatau 

imenyumbang ihal-hal iyang ibersifat imaterial imaupun inon imaterial iserta imembagi 

itanggung ijawab ibersama. iAdapun iinidikator iadalah isebagai iberikut i: i 

o Keterlibatan imasyarakat idalam ipembuatan ipengambilan ikeputusan 

o Keterlibatan imasyarakat idalam iperencanaan 

o Keterlibatan iMasyarakat idalam ipelaksanaan i 

o Keterlibatan imasyarakat idalam imengadakan ievaluasi iatau ipengawasan 

iterhadap ipelakasanaan iprogram idan ihasil ipembangunan. 

3.4. Populasi dan Sampel 

Menurut iSugiyono i(2007:49) ibahwa isecara isingkat ipopulasi idapat idi iartikan 

isebagai iwilayah igeneralisasi iyang iterdiri iatas, iobyek/subyek iyang imempunyai 

ikwalitas i& ikarakteristik itertentu iyang iditetapkan ioleh ipeneliti iuntuk idi ipelajari 

idikemudian iditarik ikesimpulannya. iSehingga iyang imenjadi ipopulasi idalam 
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ipenelitian iini iadalah ikeseluruhan iaparat iDesa iPohuwato iTimur iyang iberjumlah i16 

iorang idan iditambah idengan itokoh-tokoh imasyarakat iDesa iPohuwato iTimur. 

Sedangkan iSampel iMenurut iSugiono i(2007:49) iadalah ibagian idari ipopulasi 

i(sebagian iatau iwakil ipopulasi iyang iditeliti). iUntuk iresponden iaparat idesa 

imenggunakan iteknik isampling ijenuh iyang iberjumlah i16 iorang, ikemudian iresponden 

imasyarakat imenggunakan ipurposive isampling iyakni ipenentuan isampel iberdasarkan 

ipertimbangan ipeneliti isehingga iresponden imasyarakat iadalah imerupakan itokoh-

tokoh imasyarakat iDesa iPohuwato iTimur iyang iberjumlah i20 iorang. iJadi ijumlah 

isampel isecara ikeseluruhan iadalah i36 iorang. 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh lansung dari para responden tempat 

penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner. 

2.  Data Sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan 

sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang 

ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain. 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, 

antara lain : 

1. Observasi adalah melihat secara langsung serta mencari informasi yang ada  

kaitannya dengan penelitian 
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2. Wawancara adalah, dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara 

langsung dari responden melalui proses komunikasi dua arah.  

3. Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden 

sebagai alat pengumpul data. 

3.7. Teknik Analisis Data dan Penentuan Skor  

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis 

secara kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang berupa angka-angka 

dengan menggunakan table frekuensi dari variabel-variabel yang merupakan 

indicator penelitian. Beberapa jawaban yang relevan akan diberikan nilai dengan 

bobot tertinggi 5 dan terendah 1. Dan jumlah skor setiap pertanyaan yang 

diajukan dibagi jumlah responden untuk mendapatkan nilai rata-rata (n). Rata-rata 

skor yang merupakan hasil tersebut digolongkan menjadi : 

1. Sangat baik = 5 

2. Baik          = 4 

3. Cukup         = 3  

4. kurang baik   = 2 

5. Tidak baik = 1  

Penentuan batas interval berdasarkan alternative jawaban tersebut menurut 

Nazir, (1988 :445) menggunakan rumus sebagai berikut: 

R 

I= 

K 

Keterangan : 
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I  = Besarnya interval kelas. 

R  = Jarak pengukuran (skor tertinggi – skor terendah).  

K  = Jumlah kelas. 

 

 

           5-1     4 

I=  =  = 0,8 

5     5 

 

Sehingga penentuan kategori yang didapat adalah: 

1) Skor antara 4,2 sampai dengan 5,00 kategori sangat tinggi ; 

2) Skor antara 3,3 sampai dengan 4,1 kategori tinggi; 

3) Skor antara 2,4 sampai dengan 3,2 kategori sedang; 

4) Skor antara 1,5 sampai dengan 2,3 kategori rendah 

5) Skor antara 1,3 sampai dengan 2,1 kategori sangat rendah 

Adapun perhitungan total nilai adalah sebagai berikut : T = bxf 

Keterangan : 

t = Total nilai. 

b = Bobotnilai 

f = Frekuensi jawaban yang diberikan responden. 

Selanjutnya untuk mengetahui skor dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

t 
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s = 

n 

 

Keterangan : 

S = Skor 

T = Jumlah total nilai 

N = Jumlah respomden 

Analisa kualitatif digunakan untuk menggambarkan Penerapan Otonomi 

Desa Kabupaten Pohuwato. Sedangkan data kuantitatif yaitu dengan 

menggunakan table frekuensi untuk melihat tingkat presentase Penerapan 

Otonomi Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat, yang akan di paparkan dalam 

bilangan presentase dengan rumus sebagai berikut  

 

 

 

Dimana : 

P  = Persentase Jawaban.  

f  = Frekuensi Jawaban.  

N = Jumlah Responden 

Untuk mendukung data tafsiran kuantitatif, maka akan diperjelas lagi 

dengan analisa dari hasil wawancara. Metode ini digunakan untuk menguatkan 

penjabaran data sehingga akan terlihat secara jelas hubungan skor penilaian 

dengan penjelasan langsung dari orang-orang yang mengetahui secara factual apa 

yang terjadi dilapangan. 

P = f x 100% 

N 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Pohuwato Kecamatan Marisa 

Desa Pohuwato merupakan salah satu Desa yang berada di ibukota 

Kabupaten Pohuwato yang terletak pada bagian selatan teluk Tomini yang berada 

diwilayah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo. Sejak 

awal terbentuknya desa Pohuwato pada tahun 1986 telah dihuni oleh masyarakat 

yang terdiri dari berbagai macam suku. Diantaranya adalah suku bugis, tionghoa, 

jawa dan gorontalo, namun secara mayoritas Desa ini dihuni oleh masyarakat 

gorontalo.  Nama desa Pohuwato sendiri berasal dari kata pilohuwata dan 

tolohuwata, pilohuwata pada tahun 1801 dikampung marisa dihuni oleh dua suku 

yaitu suku palapo dan suku gorontalo, pada waktu itu antara suku palapo dan suku 

gorontalo terjadi perselisihan paham dan mengakibatkan perang antara kedua 

suku, pada akhirnya suku palapo kalah dalam perang lalu melarikan diri untuk 

bersembunyi melalui Topi lo Pohuwato (Sungai lo Pohuwato) sehingga hal 

tersebut menjadi inspirasi bagi para penggagas pembentukan Desa agar Desa ini 

dapat dinamakan Desa Pohuwato.  
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Sebelum era otonomi daerah, desa ini merupakan bagian dari kabupaten 

Gorontalo. Pada tahun 1999, kabupaten Gorontalo dimekarkan menjadi dua 

kabupaten dan Desa Pohuwato menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Boalemo. 

Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 2003 kabupaten Boalemo 

dimekarkan kembali dan desa Pohuwato menjadi bagian dari wilayah Kabupaten 

Pohuwato. 

Sejak mulai tahun 2007, desa Pohuwato terbagi menjadi 2 wilayah 

administrasi yakni desa Pohuwato Timur yang terletak di bagian Timur dan desa 

Pohuwato yang terletak di bagian barat yang hanya dibatasi dengan jalan sebagai 

perbatasan antara dua desa tersebut. Desa Pohuwato  sendiri terdiri dari 3 dusun 

yaitu Dusun Kramat, Dusun Andalas dan Dusun Bina Karya. 

Desa Pohuwato memiliki luas 6.75 Ha (6.750 M2) tidak terhitung luas 

hamparan laut yang kini dalam pemetaan wilayah oleh BPS Propinsi. Lokasi 

pemukiman penduduk didaratan tepatnya dipinggir pantai seluas 6.75Ha, lokasi 

perkebunan/perladangan masyarakat seluas 2 Ha berada Di Dusun Kramat, lokasi 

pertambakan 50 x 50 M² berada Di Dusun Binakarya. 

Mengacu pada peta Wilayah Propinsi Gorontalo, Desa Pohuwato 

merupakan sebuah Desa yang letaknya berada disebuah tanjung (bagian pantai 

atau daratan yang menjorok ke laut). Didepan wilayah ini terdapat 2 buah pulau 

yaitu pulau lahe (pulau kecil) dan pulau una-una (Pulau besar).  

Desa ini memiliki batas-batas administrasi yang antara lain : 

 Sebelah utara berbatasan dengan Marisa Selatan 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini 
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 Sebelah timur berbatasan dengan Pohuwato Timur 

 Sebelah barat berbatasan dengan Aliran Sungai Taluduyunu 

 

 

 

Tabel-1 : Nama-Nama Kepala Desa 

Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Pohuwato 

No Periode Nama Kepala Desa   Lama Menjabat 

1 1986 – 1994 Yusuf Lahay 8 tahun 

2 1994 – 1999 Suwardi Kaluku 5 tahun 

3 1999 – 2004 Ibrahim Amana 5 tahun 

4 2004 – 2009 Suwardi Kaluku 5 tahun 

5 2009 – 2014 Sukardi Saleh 6 tahun 

6 2014 – 2016 Feriyal Bahar (Penjabat) 2 tahun 

7 2016 – Sekarang Sahrianto Lamapa,SE 6 tahun 

Sumber : RPJMDes Pohuwato 2019 

 

Tabel-2 : Pembangunan Desa Pohuwato 

No Pembangunan/Kegiatan Tahun Keterangan 

1 Pembangunan kantor desa 1986 Swadaya Masyarakat 

2 Pembangunan gedung SD  1969 Swadaya Masyarakat 

3 Pembangunan TK 1972 Hibah Abubakar Suwele 

4 Rumah Sehat 3 Dusun 2010 ADD 

5 Jalan Setapak Dusun Andalas 2010 ADD 

6 Jalan Setapak Dusun Kramat 2010 ADD 

7 Pembuatan Tanggul 2010 APBD Kab.Pohuwato 

8 Rehab TK Mutiara 2010 Dana PNPM 

9 MCK Dusun Binakarya 2010 Dana PNPM 

10 Jalan Setapak Binakarya 2010 Dana PNPM 

11 Rumah Sehat 2011 ADD 

12 Pembangunan Tk Paud KASIH 2011 Dana PNPM 
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Sumber : RPJMDes Pohuwato 2019 

 

 

4.1.2. Visi dan Misi Desa Pohuwato 

1. Visi Desa Pohuwato 

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diharapkan Pemerintah Desa 

dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa Pohuwato, visi 

IBU 

13 Jalan Setapak 2011 Dana PNPM 

14 Rumah Sehat 3 Dusun 2012 ADD 

15 Pengaspalan Jalan 2012 APBN Prop. Gorontalo 

16 Pelebaran Jalan Pelabuhan 2012 APBN Prop. Gorontalo 

17 Rumah Sehat Dusun Kramat 2013 APBN Prop. Gorontalo 

18 Rumah Sehat 3 Dusun 2013 ADD 

19 Perintisan Jalan Baru 2013 Dana PPIP 

20 Jembatan Titian 2013 APBD Kab.Pohuwato 

21 Jalan  2013 Dana PNPM 

22 Rumah sehat 2014 ADD 

23 Jalan Lingkar Pantai 2014 APBN Prop. Gorontalo 

24 Rumah Sehat 2015 ADD 

25 MCK 2015 APBN Prop. Gorontalo 

26 Pengaspalan Jalan 2015 APBN Prop. Gorontalo 

27 Perbaikan Jalan Kramat 2015 APBN Prop. Gorontalo 

28 Perbaikan Jalan Dusun Andalas 2015 APBN Prop. Gorontalo 

29 Perbaikan Jalan Dusun Andalas 2015 APBN Prop. Gorontalo 

30 
Perbaikan Jalan Dusun 

Binakarya 
2015 APBN Prop. Gorontalo 

31 
Pembangunan Drainase Dusun 

Andalas 
2015 APBN Prop. Gorontalo 

32 Jalan Setapak Dusun Kramat 2015 APBN Prop. Gorontalo 

33 Plat Deker Dusun Binakarya 2015 APBN Prop. Gorontalo 

34 Jamban Keluarga 30 Unit 2015 APBN Prop. Gorontalo 
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tersebut adalah arah pembangunan desa yang dicita-citakan sebagai tujuan masa 

depan Desa. 

Visi desa Pohuwato Kecamatan Marisa untuk masa jabatan pemerintahan 

tahun 2016-2022 adalah: 

“Terwujudnya Pemerintah Desa yang Mandiri, Agamis, Jujur dan Unggul” 

(POHUWATO MAJU) 

Visi tersebut mengandung makna : 

 DESA POHUWATO MANDIRI adalah suatu cita-cita bagaimana 

mewujudkan masyarkat desa yang mandiri dalam kehidupan bermasyarakat 

dalam aspek ekonomi dan sosial. 

 DESA POHUWATO AGAMIS adalah suatu cita-cita mewujudkan 

masyarakat desa pohuwato yang religius, marak dengan kegiatan-kegiatan 

keagamaan dan tetap mengedepankan toleransi tinggi terhadap pengamalan 

agama masing-masing. 

 DESA POHUWATO JUJUR adalah suatu cita-cita mewujudkan pemerintah 

yang transparansi dan akuntabel. 

 DESA POHUWATO UNGGUL adalah suatu cita-cita mewujudkan desa 

yang berdaya saing baik di tingkat daerah maupun nasional. 

2. MISI 

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi desa Pohuwato tahun 2016-2022, 

maka ditetapkan misi desa pohuwato sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintahan Desa secara maksimal demi 

tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat. 
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2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja. 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

4. Meningkatka kapasitas kelembagaan yang ada di desa pohuwato. 

5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat  

6. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur  

4.1.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi  

1. Kepala Desa 

Tugas : 

 Pemerintah Desa bertugas melaksanakan penyelenggaraan urusan 

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan 

urusan pemerintah umum pemerintah daerah diwilayahnya. Adapun tugas pokok 

Kepala Desa adalah sebagai berikut : 

 Memimpin dan menyelenggarakan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama oleh BPD. 

 Membina kehidupan masyarakat Desa. 

 Membina perekonomian Desa. 

 Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. 

 Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.. 

Fungsi : 

 Melakukan koordinasinterhadap jalannya pemerintah Desa pelaksanaan dan 

pembinan kemasyarakatan. 
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 Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi atau swadaya 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. 

 Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. 

 Melakukan fungsi-fungsi yang dilimpahkan kepada pemerintah Desa. 

2. Sekretaris Desa 

Tugas : 

 Membantu Kepala Desa dibidang pembinaan Administrasi dan 

memberikan pelayanan teknis pemerintah Desa. 

Fungsi  : 

 Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa 

 Melakukan pengumpulan dan mengevaluasi data perumusan program serta 

petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah 

Desa, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 

 Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum 

pemerintah, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 

 Melakukan perencanaan dan mengelola keuangan Desa. 

 Melakukan kegiatan Administrasi kepegawaian. 

 Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan 

kesejahteraan. 

 Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan 

menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada 

seluruh perangkat Desa. 
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3. Kepala Urusan Pemerintahan 

Tugas dan Fungsi : 

 Mengumpulkan, mengelolah, mengevaluasi data di bidang pemerintahan, 

ketentraman, ketertiban dalan rangka pembinaan wilayah dan masyarakat 

 Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang 

pemerintahan,ketentraman dan ketertiban. 

 Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai peraturan 

perundang-undagan yang berlaku. 

 Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui 

kesatuan pertahanan sipil dan warga yang ada di desa 

 Membantu penyelenggaran kegiatan adminisstrasi pertahanan sipil dan warga 

didesa. 

 Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada 

masyarakat serta melakukan kegiatan pengamana akibat bencana alam dan 

bencana lannya. 

 Menginventarisil dan mengelolah serta merencanakan sumber-sumber 

pendapatan hasil desa. 

 Membantu mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan 

kerukunan warga. 

 Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, 

ketentraman dan ketertiban. 

 Melaksanakan administrasi kependudukan,mencatat kegiatan monografi desa. 

 Mencatat kegiatan politik  
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 Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa 

4. Kepala Urusan Pembagunan 

Tugas dan Fungsi : 

 Mengumpulkan, mengelolah, mengevaluasi data dibidang 

perekonomian,pembagunan dan kesejahteraan rakyat. 

 Melakukan pembinaan terhadap perkoperasian, ppengusaha ekonomi lemah 

dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka penigkatan kehidupan 

perekonomian masyarakat 

 Melakukan pembinaan dalam  keagamaan,kesehatan,keluarga berencana dan 

pendidikan masyarakat. 

 Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi 

masyarakat dalam penigkatan perekonomin dan pelaks anaan pembagunan. 

 Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembagunan serta menjaga 

sarana dan prasarana fisik dilingkungan desa. 

 Melakukan kegiatan-kegiatan administrasi perekonomian dan pembangunan di 

desa. 

 Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan terhadap korban 

bencana alam serta bencana lainnya. 

 Melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan 

rencana pembagunan 

 Melaksanakan tugas lainnya. 

5. Kepala Urusan Umum  

Tugas dan Fungsi : 
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 Melakukan kegiatan urusan perlengkapan dan inventaris kekayaan  Desa. 

 Melakukan kegiatan urusan Rumah Tangga. 

 Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara.  

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

6. Kepala Dusun 

Tugas dan Fungsi : 

 Membantu pelaksanaan tugas kepala desa wilayah kerjanya. 

 Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong 

royong masyarakat. 

 Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat. 

 Membantu kepala desa dalam pembinaan diwilayah kerjanya. 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa 

7. Bendahara Desa 

TugasdanFungsi : 

 Menerima, Menyimpan, Membayar dan Mempertanggung Jawabkan 

Keuangan Desa 

 Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan Desa 

 Menata Administrasi keuangan Desa Pohuwato 
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4.2. Uraian Data Hasil Penelitian 

4.2.1. Identitas Responden 

Berdasarkan kuisioner yang disebarkan kepada responden maka diperoleh 

data sebagai berikut : 

Tabel-3  

Jenis Kelamin 

No Responden Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Aparat Desa 
Pria 9 25 

Wanita 7 19.4 

2 Masyarakat 
Pria 15 41.7 

Wanita 5 13.9 

Jumlah 36 100 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan 

responden yang berjumlah 36 orang, responden aparat desa yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 9 orang (25%) dan responden yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 7 orang (19.4%). Responden masyarakat yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 15 orang (41.7%) dan responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 5 orang (13.9%). Jadi kesimpulannya kebanyakan 

responden ini adalah kaum laki-laki. Hal ini menunjukan betapa banyak rasa 

keingin tahuan dan rasa partisipasi dari responden laki-laki, untuk memberi 

tanggapan terhadap masalah penelitian ini. Sedangkan responden wanita masih 

sedikit dari mereka untuk berperan dalam penelitian ini. 

Tabel-4  

Umur Responden 



lxiv 
 

No Umur Frekuensi Perentase 

1 21 – 25 4 11.1 

2 26 – 30 12 33.3 

3 31 – 35 6 16.7 

4 36 – 40 4 11.1 

5 41 – 45 6 16.7 

6 45 – 50  4 11.1 

Jumlah 36 100 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

berumur dari 21-25, 36-40 dan yang berumur 45-50 tahun masing-masing 

berjumlah 4 orang (11.1%), responden yang berumur 26-30 tahun berjumlah 12 

orang (33.3%). Sedangkan responden yang berumur 31-35 tahun dan yang 

berumur 41-45 tahun masing-masing berjumlah 6 orang (16.7%). Hal ini dapat 

disimpulakan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini tergolong responden 

yang produktif dan memahami permasalahan otonomi desa mamupun partisipasi 

masyarakat.  

Tabel-5 

 Pendidikan Responden 

No Umur Frekuensi Perentase 

1 SD -  

2 SLTP 6 16.7 

3 SLTA 16 44.4 

4 Sarjana 14 38.9 

Jumlah 36 100 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner 2019 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui jumlah responden yang 

berpendidikan terakhir Sarjana 14 orang (38.9%), responden yang berpendidikan 

SLTA berjumlah 16 orang (44.4%), responden yang berpendidikan SLTP 

berjumlah 6 orang (16.7%). Sedangkan responden yang berpendidikan SD tidak 

ada. Hal ini menunjukan bahwa reponden yang berpendidikan terakhir 
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kebanyakan tamat SLTA berjumlah 16 orang (44.4%). Ini sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan otonomi desa maupun partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

4.2.2.  Distribusi Jawaban Responden 

4.2.2.1. Informasi Jawaban Responden Tentang Variabel Otonomi Desa  

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden melalui 

penyebaran kuisioner mengenai otonomi desa terhadap partispasi masyarakat 

dalam pembangunan desa di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, 

Kabupaten Pohuwato sangat baik. Maka untuk mengetahui hal ini dapat diukur 

dari beberapa indikator yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, yaitu dari 

segi kewenangan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, dan mengajukan pertanyaan 

sebanyak sepuluh pertanyaan, setiap pertanyaan tersebut diberi jawaban alternatif 

yaitu a,b,c,d dan e. 

Di bawah ini disajikan data jawaban responden terhadap keseluruhan 

pertanyaan tentang otonomi desa berdasarkan kuisioner yang telah disebarkan. 

 Tabel-6 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa 

Dalam Membuat Kebijakan 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Sangat memiliki 5 11 30.6 55 

Memiliki 4 25 69.4 100 

Kadang-kadang Memiliki 3 0 0 0 

Kurang Memiliki  2 0 0 0 

Tidak Memiliki 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 155 

Skor Rata-Rata = 155/36 = 4.3 

 Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 
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Dengan melihat tabel 6, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

desa memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan terhadap masyarakat”, 

berdasarkan jawaban responden sebanyak 11 orang atau 30.6% menjawab “sangat 

memiliki” dengan skor 55, dan sebanyak 25 orang atau 69.4% menjawab 

“Memiliki” dengan skor 100. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desa 

pohuwato timur memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan terhadap 

masyarakat. Dengan skor total 155 dan skor rata-rata 4.3 termasuk kategori 

“Sangat Tinggi”. 

Tabel-7 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kebijakan Desa 

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu 5 7 19.4 35 

Sering 4 22 61.2 88 

Kadang-kadang  3 7 19.4 21 

Kurang  2 0 0 0 

Tidak pernah 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 144 

Skor Rata-Rata = 144/36 = 4.0 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 7, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

menurut anda ada kebijakan desa untuk memberi pelayanan yang baik kepada 

masyarakat”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 7 orang atau 19.4% 

menjawab “selalu ada kebijakan” dengan skor 35, sebanyak 22 orang atau 61.2% 

menjawab “sering ada kebijakan” dengan skor 88. Sedangkan sebanyak 7 orang 

atau 19.4% menjawab “kadang-kadang ada kebijakan” dengan skor 21. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pohuwato timur sering 

membuat kebijakan desa apabila masyarakat membutuhkan kebijakan dan 
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kemudahan dalam mendapatkan pelayanan desa. Dengan skor total 144 dan skor 

rata-rata 4.0 termasuk kategori “Tinggi”. 

Tabel-8 Distribusi Jawaban Responden Tentang Terlaksana 

Kebijakan Yang di Buat oleh Desa 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu terlaksana 5 3 8.3 15 

Sering Terlaksana 4 14 38.9 56 

Kadang-kadang terlaksana  3 12 33.3 36 

Kurang terlaksana 2 7 19.4 14 

Tidak terlaksana 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 121 

Skor Rata-Rata = 121/36 = 3.4 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 8, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

selalu terlaksana kebijakan yang dibuat pemerintah desa dalam memberikan 

pelayanan”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 3 orang atau 8.3% 

menjawab “selalu terlaksana” dengan skor 15, sebanyak 14 orang atau 38.9% 

menjawab “sering terlaksana” dengan skor 56, sebanyak 12 orang atau 33.3% 

menjawab “kadang-kadang terlaksana” dengan skor 36. Sedangkan sebanyak 7 

orang atau 19.4% menjawab “kurang terlaksana” dengan skor 14. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah desa dalam 

memberikan pelayanan kadang-kadang terlaksana. Dengan skor total 121 dan skor 

rata-rata 3.4 termasuk kategori “Tinggi”. 

Tabel-9 Distribusi Jawaban Responden Tentang Memanfaatkan 

Kewenangan Desa Dalam Menggali Potensi Sumber Daya 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu memanfaatkan 5 7 19.4 35 

Sering memanfaatkan 4 19 52.8 76 

Kadang-kadang memanfaatkan 3 10 27.8 30 

Kurang memanfaatkan 2 0 0 0 

Tidak memanfaatkan 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 141 
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Skor Rata-Rata = 141/36 = 3.9 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 9, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

pemerintah desa pohuwato timur dapat memanfaatkan kewenangannya dalam 

menggali potensi sumber daya yang ada di desa”, berdasarkan jawaban responden 

sebanyak 7 orang atau 19.4% menjawab “selalu memanfaatkan” dengan skor 35, 

sebanyak 19 orang atau 52.8% menjawab “sering memanfaatkan” dengan skor 76, 

dan sebanyak 10 orang atau 27.8% menjawab “kadang-kadang memanfaatkan” 

dengan skor 30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa 

pohuwato timur sering memanfaatkan kewenangannya dalam menggali potensi 

sumber daya yang ada di desa. Dengan skor total 141 dan skor rata-rata 3.9 

termasuk kategori “Tinggi”. 

Tabel-10 Distribusi Jawaban Responden Tentang Masyarakat Desa 

Aktif Dalam Menggali Potensi desa 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu Aktif 5 2 5.6 10 

Sering Aktif 4 9 25.0 36 

Kadang-kadang Aktif 3 12 33.3 36 

Kurang Aktif 2 11 30.6 22 

Tidak Aktif 1 2 5.6 2 

Jumlah 36 100,00 106 

Skor Rata-Rata = 106/36 = 2.9 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 10, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

masyarakat desa aktif dalam menggali potensi-potensi yang ada di desa”, 

berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “selalu 

aktif” dengan skor 10, sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “sering aktif” 

dengan skor 36, sebanyak 12 orang atau 33.3% menjawab “kadang-kadang aktif” 

dengan skor 36, sebanyak 11 orang atau 30.6 menjawab “kurang aktif” dengan 
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skor 22, dan sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “tidak aktif” dengan skor 2. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pohuwato timur 

sering memanfaatkan kewenangannya dalam menggali potensi sumber daya yang 

ada di desa. Dengan skor total 106 dan skor rata-rata 2.9 termasuk kategori 

“Sedang”. 

Tabel-11 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa 

Dibidang Sosial Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Sangat memiliki 5 13 36.1 65 

Memiliki 4 20 55.6 80 

Kadang-kadang Memiliki 3 3 8.3 9 

Kurang Memiliki  2 0 0 0 

Tidak Memiliki 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 154 

Skor Rata-Rata = 154/36 = 4.3 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 11, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

desa memiliki kewenangan dibidang sosial dalam meningkatkan peran serta 

masyarakat”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 13 orang atau 36.1% 

menjawab “sangat memiliki” dengan skor 65, sebanyak 20 orang atau 55.6% 

menjawab “Memiliki” dengan skor 80, dan sebanyak 3 orang atau 8.3% 

menjawab “kadang-kadang” dengan skor 9. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa desa pohuwato timur memiliki kewenangan dibidang sosial dalam 

meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan skor total 154 dan skor rata-rata 

4.3 termasuk kategori “Sangat Tinggi”. 

Tabel-12 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa 

Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat  

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Sudah berjalan dengan baik 5 5 13.9 25 

Sering berjalan dengan baik 4 10 27.8 40 

Kadang-kadang berjalan 3 8 22.2 24 
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Kurang berjalan dengan baik 2 9 25.0 18 

Tidak berjalan dengan baik 1 4 11.1 4 

Jumlah 36 100,00 111 

Skor Rata-Rata = 111/36 = 3.1 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 12, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

kewenangan desa dalam bidang sosial dalam meningkatkan peran serta 

masyarakat selalu berjalan dengan baik”, berdasarkan jawaban responden 

sebanyak 5 orang atau 13.9% menjawab “sudah berjalan dengan baik” dengan 

skor 25, sebanyak 10 orang atau 27.8% menjawab “sering berjalan dengan baik” 

dengan skor 40, sebanyak 8 orang atau 22.2% menjawab “kadang-kadang” 

dengan skor 24, sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “kurang berjalan dengan 

baik” dengan skor 18, dan sebanyak 4 orang atau 11.1% menjawab “tidak berjalan 

dengan baik” dengan skor 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kewenangan desa dalam bidang sosial dalam meningkatkan peran serta 

masyarakat belum berjalan dengan baik. Dengan skor total 111 dan skor rata-rata 

3.1 termasuk kategori “Sedang”. 

Tabel-13 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa 

Dalam Memberdayakan Masyarakat Sudah Berjalan Dengan Baik 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu terlaksana 5 2 5.6 10 

Sering Terlaksana 4 13 36.1 52 

Kadang-kadang terlaksana  3 8 22.2 24 

Kurang terlaksana 2 6 16.7 12 

Tidak terlaksana 1 7 19.4 7 

Jumlah 36 100,00 105 

Skor Rata-Rata = 105/36 = 2.9 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 13, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

kewenangan desa dibidang sosial dalam memberdayakan masyarakat sudah 
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teraksana dengan baik”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 

5.6% menjawab “selalu terlaksana” dengan skor 10, sebanyak 13 orang atau 

36.1% menjawab “sering terlaksana” dengan skor 52, sebanyak 8 orang atau 

22.2% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 24, sebanyak 6 orang atau 16.7% 

menjawab “kurang terlaksana” dengan skor 12, dan sebanyak 7 orang atau 19.4% 

menjawab “tidak terlaksana” dengan skor 7. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kewenangan desa dibidang sosial dalam memberdayakan masyarakat 

belum teraksana dengan baik. Dengan skor total 105 dan skor rata-rata 2.9 

termasuk kategori “Sedang”. 

Tabel-14 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kewenangan Desa 

Dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Masyarakat 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Sangat memiliki 5 6 16.7 30 

Memiliki 4 21 58.3 84 

Kadang-kadang Memiliki 3 9 25.0 27 

Kurang Memiliki  2 0 0 0 

Tidak Memiliki 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 141 

Skor Rata-Rata = 141/36 = 3.9 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 14, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

desa memiliki kewenangan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, berdasarkan jawaban responden 

sebanyak 6 orang atau 16.7% menjawab “sangat memiliki” dengan skor 30, 

sebanyak 21 orang atau 58.3% menjawab “memiliki” dengan skor 84, dan 

sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 27. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desa pohuwato timur memiliki 

kewenangan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dalam upaya 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan skor total 141 dan skor rata-rata 

3.9 termasuk kategori “Tinggi”. 

Tabel-15  Distribusi Jawaban Responden  

Tentang Kewenangan Desa dibidang Pertumbuhan Pembangunan 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Sudah berjalan dengan baik 5 1 2.8 5 

Sering berjalan dengan baik 4 8 22.2 28 

Kadang-kadang berjalan 3 12 33.3 36 

Kurang berjalan dengan baik 2 15 41.7 30 

Tidak berjalan dengan baik 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 99 

Skor Rata-Rata = 99/36 = 2.8 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 15, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

kewenangan desa dibidang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah berjalan dengan baik”, berdasarkan 

jawaban responden sebanyak 1 orang atau 28% menjawab “sudah berjalan dengan 

baik” dengan skor 5, sebanyak 8 orang atau 22.2% menjawab “sering berjalan 

dengan baik” dengan skor 28, sebanyak 12 orang atau 33.3% menjawab “kadang-

kadang” dengan skor 36, dan sebanyak 15 orang atau 41.7% menjawab “kurang 

berjalan dengan baik” dengan skor 30. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kewenangan desa dibidang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan dengan baik. 

Dengan skor total 111 dan skor rata-rata 2.8 termasuk kategori “Sedang”. 

4.2.2.2.Informasi Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden melalui 

penyebaran kuisioner mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 
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di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sangat baik. 

Maka untuk mengetahui hal ini dapat diukur dari beberapa indikator yang telah 

ditetapkan pada bab sebelumnya, yaitu dari segi pengambilan keputusan, 

keterlibatan dalam perencanaan, keterlibatan dalam pelaksanaan, serta keterlibatan 

masyarakat dalam mengadakan evaluasi atau pengawasan terhadap pelakasanaan 

program dan hasil pembangunan ini merupakan variabel terikat dalam penelitian 

ini, dan mengajukan pertanyaan sebanyak sepuluh pertanyaan. Baik itu aparat 

yang meningkatkan partisipasi, maupun masyarakat sebagai pihak dilibatkan 

dalam pembangunan desa. Setiap pertanyaan tersebut diberi jawaban alternatif 

yaitu a,b,c, d dan e. 

Di bawah ini disajikan data jawaban responden terhadap keseluruhan 

pertanyaan variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 

berdasarkan kuisioner yang telah disebarkan. 

Tabel-16  Distribusi Jawaban Responden  

Tentang Terlibatnya Masyarakat dalam Program Pembangunan Desa 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu 5 3 8.3 15 

Sering  4 10 27.8 40 

Kadang-kadang  3 14 38.9 42 

Kurang  2 9 25.0 18 

Tidak pernah 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 115 

Skor Rata-Rata = 116/36 = 3.2 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 16, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

masyarakat sering terlibat dalam pembuatan program dalam pembangunan desa”, 

berdasarkan jawaban responden sebanyak 3 orang atau 8.3% menjawab “Selalu 

Terlibat” dengan skor 15, sebanyak 10 orang atau 27.8% menjawab “sering” 
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dengan skor 40, sebanyak 14 orang atau 38.9% menjawab “kadang-kadang” 

dengan skor 42, dan sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “kurang” dengan 

skor 18. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa pohuwato 

timur kadang-kadang terlibat dalam pembuatan program dalam pembangunan 

desa. Dengan skor total 115 dan skor rata-rata 3.2 termasuk kategori “Sedang”. 

Tabel-17 : Distribusi Jawaban Responden  

Tentang Terlibatnya Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu 5 2 5.6 10 

Sering  4 10 27.8 40 

Kadang-kadang  3 19 47.2 57 

Kurang  2 5 11.1 10 

Tidak pernah 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 117 

Skor Rata-Rata = 117/36 = 3.2 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 17, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

masyarakat sering terlibat dalam pengambilan keputusan dibidang sosial budaya”, 

berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “Selalu 

Terlibat” dengan skor 10, sebanyak 10 orang atau 27.8% menjawab “sering” 

dengan skor 40, sebanyak 19 orang atau 47.2% menjawab “kadang-kadang” 

dengan skor 57, dan sebanyak 5 orang atau 11.1% menjawab “kurang” dengan 

skor 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa pohuwato 

timur kadang-kadang terlibat dalam pengambilan keputusan dibidang sosial bu. 

Dengan skor total 117 dan skor rata-rata 3.2 termasuk kategori “Sedang”. 

Tabel-18 : Distribusi Jawaban Responden  

Tentang Keterlibatan  Masyarakat Berdampak Positif Dalam 

Penyusunan Rencana Umum Pembangunan 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Sangat berdampak 5 2 5.6 10 

Berdampak  4 18 50.0 72 
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Kadang-kadang  berdampak 3 16 44.4 48 

Kurang  berdampak 2 0 0 0 

Tidak berdampak 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 130 

Skor Rata-Rata = 130/36 = 3.6 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 18, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

dengan terlibanya masyarakat dalam penyusunan rencana umum pembangunan 

tahunan di desa berdampak positif”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 

orang atau 5.6% menjawab “Sangat berdampak” dengan skor 10, sebanyak 18 

orang atau 50.0% menjawab “berdampak” dengan skor 72, dan sebanyak 16 orang 

atau 44.4% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 48. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan terlibatnya masyarakat dalam penyusunan rencana 

umum pembangunan tahunan di desa dapat berdampak positif. Dengan skor total 

130 dan skor rata-rata 3.6 termasuk kategori “Tinggi”. 

Tabel-19 : Distribusi Jawaban Responden  

Keterlibatan  Masyarakat Dalam Pelaksanaan  

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu 5 2 5.6 10 

Sering  4 19 52.8 76 

Kadang-kadang  3 15 41.7 45 

Kurang  2 0 0 0 

Tidak pernah 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 131 

Skor Rata-Rata = 131/36 = 3.6 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 19, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang tersusun 

dalam rencana umum pembangunan desa”, berdasarkan jawaban responden 

sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab “Selalu” dengan skor 10, sebanyak 19 

orang atau 52.8% menjawab “sering” dengan skor 76, dan sebanyak 15 orang atau 
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41.7% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 45. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat sudah terlibat dalam pelaksanaan program kerja 

tahunan yang tersusun dalam rencana umum pembangunan desa. Dengan skor 

total 131 dan skor rata-rata 3.6 termasuk kategori “Tinggi”. 

Tabel-20 : Distribusi Jawaban Responden  

Tentang Terlibatnya Keaktifan Masyarakat Dalam Pembangunan 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu 5 2 5.6 10 

Sering  4 14 38.9 56 

Kadang-kadang  3 20 55.6 60 

Kurang  2 0 0 0 

Tidak pernah 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 126 

Skor Rata-Rata = 126/36 = 3.5 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 20, dapat diketahui mengenai pertanyaan “apakah 

masyarakat turut berpartisipasi aktif diprogram kerja umum pembangunan 

tahunan”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 2 orang atau 5.6% menjawab 

“Selalu berpartisipasi” dengan skor 10, sebanyak 14 orang atau 38.9% menjawab 

“sering” dengan skor 56, dan sebanyak 20 orang atau 55.6% menjawab “kadang-

kadang” dengan skor 60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

turut berpartisipasi aktif diprogram kerja umum pembangunan. Dengan skor total 

126 dan skor rata-rata 3.5 termasuk kategori “Tinggi”. 

Tabel-21 : Distribusi Jawaban Responden  

Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Masalah Pembangunan 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu 5 3 8.3 15 

Sering  4 12 33.3 48 

Kadang-kadang  3 21 58.3 63 

Kurang  2 0 0 0 

Tidak pernah 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 126 
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Skor Rata-Rata = 126/36 = 3.5 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 21, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

masyarakat terlibat dalam menggali dan menidentifikasi masalah pembangunan di 

desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 3 orang atau 8.3% menjawab 

“Selalu terlibat” dengan skor 15, sebanyak 12 orang atau 33.3% menjawab 

“sering” dengan skor 48, dan sebanyak 21 orang atau 58.3% menjawab “kadang-

kadang terlibat” dengan skor 63. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat terlibat dalam menggali dan menidentifikasi masalah pembangunan di 

desa. Dengan skor total 126 dan skor rata-rata 3.5 termasuk kategori “Tinggi”. 

Tabel-22 : Distribusi Jawaban Responden  

Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu 5 8 22.2 40 

Sering  4 20 55.6 80 

Kadang-kadang  3 8 22.2 24 

Kurang  2 0 0 0 

Tidak pernah 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 144 

Skor Rata-Rata = 144/36 = 4.0 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 22, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

Bapak/ibu sebagai masyarakat terlibat dalam pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki oleh desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 8 orang atau 22.2% 

menjawab “Selalu terlibat” dengan skor 40, sebanyak 20 orang atau 55.6% 

menjawab “sering” dengan skor 80, dan sebanyak 8 orang atau 22.2% menjawab 

“kadang-kadang terlibat” dengan skor 24. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat sering terlibat dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki 
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oleh desa. Dengan skor total 144 dan skor rata-rata 4.0 termasuk kategori 

“Tinggi”. 

Tabel-23 : Distribusi Jawaban Responden  

Tentang Keikutsertaan Masyarakat Dalam Mengadakan Pengawasan  

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Selalu 5 3 8.3 15 

Sering  4 9 25.0 36 

Kadang-kadang  3 17 47.2 51 

Kurang  2 7 19.4 14 

Tidak pernah 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 116 

Skor Rata-Rata = 116/36 = 3.2 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 23, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

Bapak/ibu sebagai masyarakat ikut serta dalam pengawasan terhadap 

pembangunan yang ada di desa”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 3 

orang atau 8.3% menjawab “Selalu ikut serta” dengan skor 15, sebanyak 9 orang 

atau 25.0% menjawab “sering” dengan skor 36, sebanyak 17 orang atau 47.2% 

menjawab “kadang-kadang” dengan skor 24, dan sebanyak 7 orang atau 19.4% 

menjawab “kurang diikutsertakan” dengan skor 14. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat kadang-kadang ikut serta dalam pengawasan 

terhadap pembangunan yang ada di desa. Dengan skor total 116 dan skor rata-rata 

3.2 termasuk kategori “Sedang”. 

Tabel-24 : Distribusi Jawaban Responden  

Tentang Program Yang Dievaluasi Telah Mencapai Sasaran 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Sangat mencapai sasaran 5 0 0 0 

mencapai sasaran 4 3 8.3 12 

Kadang-kadang   3 15 41.7 45 

Kurang mencapai sasaran 2 18 50.0 36 

Tidak mencapai sasaran 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 93 
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Skor Rata-Rata = 93/36 = 2.6 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 24, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

menurut bapak/ibu program yang telah diawasi telah mencapai sasaran sesuai 

dengan apa yang diharapkan”, berdasarkan jawaban responden sebanyak 3 orang 

atau 8.3% menjawab “mencapai sasaran” dengan skor 12, sebanyak 15 orang atau 

41.7% menjawab “kadang-kadang” dengan skor 45, dan sebanyak 18 orang atau 

50.0% menjawab “kurang mencapai sasaran” dengan skor 36. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa program yang telah diawasi di desa pohuwato timur 

belum sepenuhnya mencapai sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan 

skor total 93 dan skor rata-rata 2.6 termasuk kategori “Sedang”. 

Tabel-25 : Distribusi Jawaban Responden  

Tentang Program Yang Dievaluasi Telah Mencapai Sasaran 

Tanggapan Responden Bobot (i) Frekuensi(f) Persentase(%) i x f 

Sudah terlaksana dengan baik 5 0 0 0 

terlaksana dengan baik 4 10 27.8 40 

Kadang-kadang   3 9 25.0 27 

Kurang terlaksana dengan baik 2 17 47.2 34 

Tidak terlaksana dengan baik 1 0 0 0 

Jumlah 36 100,00 101 

Skor Rata-Rata = 101/36 = 2.8 

Sumber Data : Hasil Olah Kuesioner 2019 

Dengan melihat tabel 25, dapat diketahui mengenai pertanyaan “Apakah 

menurut anda pengawasan dibidang pertumbuhan ekonomi dan perkembangan 

pembangunan di desa telah terlaksanan dengan baik”, berdasarkan jawaban 

responden sebanyak 10 orang atau 27.8% menjawab “terlaksana dengan baik” 

dengan skor 40, sebanyak 9 orang atau 25.0% menjawab “kadang-kadang” 

dengan skor 27, dan sebanyak 17 orang atau 47.2% menjawab “kurang terlaksana 

dengan baik” dengan skor 34. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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pengawasan dibidang pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan di 

desa kurang terlaksana dengan baik. Dengan skor total 101 dan skor rata-rata 2.8 

termasuk kategori “Sedang”. 

4.2.3. Klasifikasi Data 

Setelah keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan, 

maka tahap selanjutnya akan dibahas data yang telah diuraikan dan 

menginterprestasikan data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel 

penelitian dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diklasifikasikan, yakni 

berdasarkan nilai-nilai jawaban responden. 

Berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan maka keseluruhan data 

yang diperoleh dari responden untuk masing-masing variabel penelitian dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 

4.2.3.1. Klasifikasi Data Otonomi Desa 

Tabel. 26 Distribusi Klasifikasi Jawaban Responden Untuk Otonomi Desa 

Pertanyaan Nilai Rata-Rata Jawaban  Kategori 

1 4.3 Sangat tinggi 

2 4.0 Tinggi  

3 3.4 Tinggi 

4 3.9 Tinggi 

5 2.9 Sedang 

6 4.3 Sangat tinggi 

7 3.1 Sedang 

8 2.9 Sedang 

9 3.9 Tinggi 

10 2.8 Sedang 

Sumber : Data Diolah Kembali 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel otonomi desa secara 

keseluruhan berada pada ketegori baik. Dari 4 indikator yang terdiri dari 10 

perntanyaan menunjukan bahwa sebagian besar responden memahami tentang  
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otonomi desa yang berkaitan dengan kewenangan desa dalam menjalankan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan serta pembangunan. 

Berdasarkan 10 pertanyaan yang diberikan kepada responden terdapat 2 

pertanyaan yang mendapatkan nilai rata-rata jawaban dengan kategori sangat 

tinggi atau sangat baik, yakni pertanyaan nomor 1 berkaitan dengan kewenangan 

dalam membuat kebijakan untuk masyarakat, serta perntayaan nomor 6 berkaitan 

dengan kewenangan dibidang sosial dalam meningkatkan peran serta masyarakat. 

Sedangkan untuk perntanyaan lainnya berada pada kategori tinggi/baik dan 

kategori sedang/cukup.  

4.2.3.2. Klasifikasi Data Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Tabel. 27 Distribusi Frekuensi Klasifikasi Jawaban Responden Untuk 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Pertanyaan Nilai Rata-Rata Jawaban  Kategori 

1 3.2 Sedang 

2 3.2 Sedang 

3 3.6 Tinggi  

4 3.6 Tinggi 

5 3.5 Tinggi 

6 3.5 Tinggi 

7 4.0 Tinggi 

8 3.2 Sedang 

9 2.6 Sedang 

10 2.8 Sedang 

Sumber : Data Diolah Kembali 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan secara keseluruhan berada pada ketegori 

sedang/cukup. Hal ini terbukti dari 4 indikator keterlibatan masyarakat yang 

terdiri dari 10 perntanyaan menunjukan sebagian besar responden menilai bahwa 

peran masyarakat dalam pembangunan di desa pohuwato timur belumlah 

maksimal dan efektif hal ini dibuktikan dengan masih kurang masyarakat terlibat 
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dan diikutsertakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil-

hasil pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di desa pohuwato timur masih rendah.  

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Otonomi idesa imerupakan iotonomi iasli, ibulat idan iutuh iserta ibukan 

imerupakan ipemberian idari ipemerintah. iSebaliknya ipemerintah iberkewajiban 

imenghormati iotonomi iasli iyang idimiliki ioleh idesa itersebut. iDalam iUndang-Undang 

iNo. i32 iTahun i2004 itelah idiakui iadanya iotonomi iyang idimiliki ioleh idesa idan ikepada 

idesa idapat idiberikan ipenugasan iataupun ipendelegasian idari ipemerintah iataupun 

ipemerintah idaerah iuntuk imelaksanakan iurusan ipemerintah itertentu. iDesa iPohuwato 

iTimur imerupakan idesa iyang iberada idi iwilayah iKecamatan iMarisa ikabupaten 

iPohuwato. iDalam iproses ipengambilan ikeputusan imisalnya, ikepala idesa itidaklah 

imenjadi iaktor isentral idalam ipengambilan ikeputusan iataupun idalam ipembuat 

ikebijakan, iakan itetapi ikepala idesa isebagai ikepala ipemerintahan iturut imelibatkan 

ipartisipasi imasyarakat idalam ipengambilan ikeputusan, mulai dari perencanaan 

hingga kebijakan tersebut terbentuk. BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa 

pun terlibat sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam menyampaikan aspirasi 

mayarakat dan dalam proses pengambilan. 

Dengan belum maksimalnya peran kerja lembaga desa dalam 

pembangunan desa, hal ini disebakan oleh berbagai faktor diantaranya SDM yang 

lemah dalam pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal serta 

minimnya sosialisasi dalam pengembangan kualitas aparatur desa, namun 

keterbatasan tersebut tidaklah membuat lembaga-lembaga yang dimiliki oleh desa 
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mengacuhkan partisipasi mayarakat dan mengabaikan pembangunan. Namun 

sebaliknya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat tetap diawasi oleh BPD 

sebagai lembaga independent desa. 

Berdasarkan ihasil ipenelitian iberkaitan idengan ipenilaian iresponden iterhadap 

ikewenangan idesa idalam imenjalankan iotonominya idalam ipenyelenggaraan  

ipemerintahan, ipembinaan, ipemberdayaan idan ipembangunan isudah iberjalan ibaik 

iatau idengan ikata ilain idesa ipohuwato itimur itelah imemanfaatkan ikewenangannya 

imenjalankan idan imengatur iwilayahnya iberdasarkan iprakarsa imasyarakat isetempat. i 

Sedangkan iberkaitan idengan ipartisipasi imasyarakat idalam ipembangunan idi 

idesa ipohuwato itimur iterbilang ibelum imaksimal idan ibelum iefektif, iberdasarkan ihasil 

ipenelitian ididapatkan imasyarakat idesa ipohuwato itimur imasih ikurang imendapatkan 

iperannya iatau ibelum idapat idikatakan iturut iterlibat idalam iproses ipembangunan idesa. 

iHal iini idisebabkan ipembagunan idi idesa ipohuwati itimur ikurang imelibatkan 

imasyarakat isecara ilangsung, ibaik idari iperencanaan, ipelaksanaan imaupun ievaluasi 

ihasil ipembangunan isehingga imenyebabkan ipartisipasi imasyarakat imenjadi irendah. 

Masyarakat ijuga ibelum imengetahui iarti ipenting iberpartisipasi idalam 

ipembangunan, ihal iini iterlihat idengan ikurang iantusiasme imasyarakat idalam imelihat 

iperkembangan idesa idan imasalah-masalah iyang idihadapi ioleh idesa ibaik iitu imasalah 

ipembangunan, iekonomi imaupun imasalah isosial ilainnya. iSelain iitu iBPD isebagai 

iwadah ipenyaluran iaspirasi imasyarakat imasih ibelum imaksimal idalam 

imemperlihatkan ikerjanya iseperti imenampung iaspirasi imasyarakat idan 

imembawanya ike iforum idesa, isehingga ipenyaluran iaspirasi itersebut ibelumlah icukup 

iuntuk ipeningkatan ikualitas ipembangunan idesa, itetapi ipartisipasi imasyarakat idesa 
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ijuga iakan imenentukan ipembangunan idesa ikedepannya, terlebih lagi dengan 

otonomi yang dimiliki oleh desa tentunya desa mempunyai tanggung jawab penuh 

terhadap kemajuan pembangunan desanya sendiri. 

Partisipasi imasyarakat imerupakan isuatu iproses ikegiatan iyang idilakukan ioleh 

iperorangan imaupun isecara iberkelompok iatau imasyarakat. iUntuk imenyatukan 

ikepentingan iatau iketerkaitan imereka iterhadap iorganisasi iatau imasyarakat iyang 

ibergabung idalam irangka ipencapaian itujuan ibersama. iPartisipasi ididefenisikan 

isebagai iketerlibatan imental idan iemosional iindividu idalam isituasi ikelompok iyang 

imendorongnya imemberikan isumbangan iterhadap itujuan ikelompok iserta imembagi 

itanggung ijawab ibersama imereka i(Yusran i2006:11). iDikaitkan idengan ipelaksanaan 

ipembangunan, maka pengertian partisipasi setidak-tidaknya mengandung tiga 

pokok pikiran, yaitu : 

1. Titik berat partisipasi adalah keterlibatan dari mental dan emosional, 

kehadiran secara fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan 

tersebut bukanlah merupakan partisipasi. 

2. Kesediaan memberikan kontribusi. Wujud kontribusi dalam pembangunan 

dapat bermacam-macam, misalnya: barang, uang, jasa, bahan-bahan. Buah 

pikiran, keterampilan dan sebagainya. 

3. Kebersediaan untuk bertanggung jawab sepenuh hati. 
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BAB V 

P E N U T U P 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Pohuwato Timur 

Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner bahwa variabel 

otonomi desa secara keseluruhan berada pada ketegori baik. Dari 4 indikator 

yang terdiri dari 10 pertanyaan menunjukan bahwa sebagian besar responden 

memahami tentang  otonomi desa yang berkaitan dengan kewenangan desa 

dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, 

pemberdayaan serta pembangunan.  

2. Sedangkan variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan secara 

keseluruhan berada pada ketegori sedang/cukup. Hal ini terbukti dari 4 

indikator keterlibatan masyarakat yang terdiri dari 10 perntanyaan 

menunjukan sebagian besar responden menilai bahwa peran masyarakat dalam 

pembangunan di desa pohuwato timur belumlah maksimal dan efektif hal ini 
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dibuktikan dengan masih kurang masyarakat terlibat dan diikutsertakan dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil-hasil pembangunan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan di desa pohuwato timur masih rendah. 

5.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian lapangan, mengolah dan menganalisa data 

serta menyimpulkan, ada beberapa hal yang kiranya dapat berguna bagi 

pemerintah Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato 

sebagai berikut : 

1. Kepada Kepala Desa Pohuwato Timur sebagai pemimpin tentu berkeinginan 

agar setiap warga masyarakatnya memiliki Partisipasi yang Tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan 

bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pohuwato Timur 

Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, termasuk kategori sedang. Oleh 

karena itu, Kepala Desa sebagai pimpinan di desa diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan peran baik dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. 

2. Dari data-data yang penulis dapatkan dari responden tentang partisipasi 

masyarakat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Pohuwato Timur 

Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato masih kurang. Oleh kerena itu, 

diharapkan kepada masyarakat Desa Pohuwato Timur harus lebih mampu 

melibatkan diri dalam setiap kebijakan pembangunan di desa tersebut, bahkan 

peran aktif masyarakat harus ditingkatkan lagi, karena partisipasi masyarakat 



lxxxvii 
 

merupakan hal yang paling utama dan yang terpenting dalam proses 

pembangunan.  
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